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KATA PENGANTAR

 Segala Puji dan Syukur bagi Tuhan YME yang telah memberikan kami 

kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian Proyek 

Perubahan yang berjudul Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan 

Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah 

Otonom Baru di Tanah Papua. Tanpa nikmat dan karunia-Nya tentunya 

kami �dak akan sanggup untuk menyelesaikan Proyek Perubahan ini 

dengan baik.

 Proyek Perubahan ini merupakan penyelesaian tugas penulis 

sebagai peserta pada Pela�han Kepemimpinan Nasional Tingkat II 

Angkatan XXX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023. Melalui 

pelaksanaan proyek perubahan ini penulis dapat menyelesaikan kewajiban 

tugas dalam pembelajaran la�han kepemimpinan, sekaligus 

berkesempatan melakukan inovasi melalui proyek perubahan ini serta 

membangun organisasi sebagai organisasi pembelajar

 Proyek ini dimulai efek�f selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada 

masa off Campus sejak 18 September sampai dengan 13 November 2023.   

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan waktu, tenaga maupun 

biaya maka proyek perubahan ini �dak akan terlaksana dengan baik 

tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih 

kepada :

1. Menteri Sosial RI, Ibu Tri Rismaharini

2. Bapak Robben Rico Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI 

selaku Mentor pada proyek perubahan ini.

3. Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si. selaku Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia;

4. Bapak Aryoko A.F. Rumaropen, SP., M.Eng, selaku Kepala Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua;

5. Bapak Agus Sumarsono, S.Sos, MMT selaku Coach;

6. Ibu Debora D.Salosa, S.Hut., MM selaku Penguji;
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1. Seluruh Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Provinsi Papua;

2. Bapak/Ibu yang tergabung dalam Tim Efek�f Proyek Perubahan 

Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban 

Bencana Melalui Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru 

di Tanah Papua.

3. Para stakeholder dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta 

para stake holder dari unsur Pemerintah Daerah di 4 Provinsi 

Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, Gereja, masyarakat serta 

para relawan yang telah berkolaborasi dalam melaksanakan 

proyek perubahan ini.

4. Para Pani�a dan Peserta Pela�han Kepemimpinan NasionalTingkat 

II Angkatan XXX Lembaga Administrasi Negara – BPSDM Provinsi 

Papua Tahun 2023 yang telah membantu untuk berdiskusi dan 

memberikan saran masukan atas proyek perubahan ini.

5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan 

Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI beserta jajarannya.

6. Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Tertentu/Umum 

BBPPKS Jayapura Regional VI Kementerian Sosial RI.

7. Pihak-pihak lain yang �dak dapat disebutkan satu persatuyang 

telah memberikan kontribusi dalam proyek perubahan ini.

Penulis tentu menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna 

dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, tentunya penulis mengharapkan 

masukan dan saran dari semua pihak sebagai perbaikan �ndak lanjut 

proyek perubahan untuk masa yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas seluruh kerjasama dan perha�annya 

diucapkan terima kasih.

 Jayapura,      November 2023
 

 John Herman Mampioper
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 The 2010 Asia-Pasific Disaster Report menyatakan bahwa 
masyarakat di kawasan Asia Pasifik 4 kali lebih rentan terkena dampak 
bencana alam dibanding masyarakat di wilayah Afrika dan 25 kali lebih 
rentan dari pada di Amerika Utara dan Eropa. Laporan PBB tersebut 
menjadikan Indonesia sebagai peringkat 4 negara paling rentan terkena 
dampak bencana alam di Asia Pasifik. Laporan yang sama juga 
menges�masikan bahwa lebih dari 18 juta jiwa terkena dampak bencana 
alam di Indonesia, dari tahun 1980 sampai 2009. The 2009 Global 
Assessment Report on Disaster Risk Reduc�on juga memberikan 
pemeringkatan yang fantas�s untuk Indonesia pada level pengaruh 
bencana terhadap manusia, peringkat 3 dari 153 untuk gempa bumi, dan 1 
dari 265 negara untuk tsunami (Kuntjoro, I. dan Jamil, S. 2010 dalam 
Sulubere, 2015). UN-ESCAP (2021) mencatat bahwa selama 50 tahun 
terakhir, bencana alam di Asia dan Pasifik telah mempengaruhi 6,9 miliar 
orang dan membunuh lebih dari 2 juta, hampir semuanya menjadi korban 
bencana terkait air, seper� banjir, kekeringan, dan badai. 
 Pada konteks agenda kebijakan internasional, kebencanaan 
merupakan penghalang terbesar dalam mencapai pengurangan 
kemiskinan sebagaimana termaktub dalam Sustainable Development 
Goals (SDGs). Ra�fikasi Hyogo Framework for Ac�on (HFA) 2005-2015 
menjadi ��k kulminasi kesadaran poli�k global untuk lebih 
meni�kberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dengan 
memas�kan kesiapsiagaan masyarakat dengan menargetkan secara 
substansial pengurangan korban jiwa (ISDR, 2005). Selanjutnya sebagai 
instrumen pendorong keberlanjutan kerangka aksi internasional HFA maka 
disahkan Sendai Framework for Disaster Risk Reduc�on (SFDRR) 2015-
2030. Perubahan terpen�ng dari kerangka kerja SFDRR adalah 
transformasi fokus dalam penanganan bencana, dari manajemen bencana 
menjadi manajemen risiko bencana. Pengakuan masyarakat internasional 
terhadap konsep “disaster-prone countries with specific characteris�c, 
such as archipelagic countries, as well as countries with extensive 
coastlines” merupakan salah satu isu utama yang berhasil diperjuangkan 
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diperjuangkan Delegasi Indonesia. Isu lain yang juga menjadi prioritas 
adalah penekanan terhadap pen�ngnya pengembangan kapasitas lokal 
dalam menghadapi bencana (UNISDR, 2015). 

Gambar 1.   Tren Kejadian Bencana Alam dan Dampaknya Tahun 2019 s/d September 
2023

(Sumber: IRBI BNPB, 2022)

 Sebagai salah satu negara dengan indeks risiko bencana alam 
ter�nggi di dunia, Indonesia dihadapkan pada risiko bencana geologis 
maupun hidrometeorologis. Bencana geologis seper� gempa bumi, 
tsunami, dan letusan gunung berapi disebabkan oleh pergerakan �ga 
lempeng tektonik terak�f dunia yang mengelilingi Indonesia. Selain itu, 
Indonesia juga dikelilingi oleh cincin api yang membentang hampir di 
seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, bencana hidrometeorologi juga 
mengancam penduduk Indonesia karena berbagai hal, baik sebab alam 
maupun ulah manusia yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan. 
 Peta Indeks Risiko Bencana (IRBI) Tingkat Provinsi Tahun 2022 
menunjukkan bahwa seluruh provinsi di wilayah Indonesia memiliki indeks 
risiko mul� bahaya �ngkat �nggi dan sedang. Dari 514 kabupaten/kota di 
Indonesia terdapat 221 kabupaten/kota yang berada pada kelas indeks 
risiko �nggi dan 293 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Tren 
kejadian bencana alam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada Gambar 1 
menunjukkan kenaikan signifikan mulai tahun 2019 hingga tahun 2021, 
kemudian menurun di tahun 2022 dan tahun 2023. Melihat perbandingan 
jumlah bencana, bencana pada tahun 2023 lebih sedikit dibandingkan 
tahun sebelumnya. Pada tahun lalu bencana berjumlah 3.544 kejadian, 
sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 2.897 atau turun 6 persen. Namun 
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menjadi perha�an, jumlah populasi yang meninggal dunia lebih �nggi di 
tahun 2022. BNPB (2022) melaporkan korban meninggal pada tahun 2022 
sebanyak 858 jiwa, dan pada tahun 2023 sebanyak 200 jiwa atau turun 7 
persen. Penurunan �dak hanya pada jumlah korban jiwa tetapi juga korban 
luka-luka, warga terdampak dan mengungsi serta rumah rusak. Untuk 
itulah, pembelajaran dari rangkaian kejadian bencana diatas pen�ng untuk 
dijadikan acuan bagi rencana kesiapsiagaan yang lebih baik di masa depan.
 Jika di�njau kembali, beberapa peris�wa bencana yang melanda 
Indonesia telah menyebabkan kerugian ekonomi negara lebih dari USD 44 
juta dan berdampak pada lebih dari 250 juta orang (Djalante dan 
Garschagen, 2017). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
melaporkan, total kerugian akibat bencana mencapai Rp1,06 triliun pada 
2022. Jumlah tersebut menurun 90,42% dibandingkan pada tahun 
sebelumnya yang mencapai Rp11,06 triliun. Kerugian tersebut akibat 
3.522 bencana alam yang terjadi sepanjang tahun lalu. Mayoritas kerugian 
disebabkan oleh bencana geologi, salah satunya gempa bumi di Cianjur, 
Jawa Barat. Adapun, dalam satu dekade terakhir, jumlah kerugian akibat 
bencana paling besar terjadi pada 2018 yang mencapai Rp58,95 triliun. Hal 
itu paling banyak disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di 
Sulawesi Tengah. Ada pula kerugian akibat tsunami di Selat Sunda. 
Kemudian, bencana lain yang menyebabkan kerugian besar adalah gempa 
bumi di Nusa Tenggara Barat pada 2018.  Dampak dari berbagai bencana 
yang terjadi juga memunculkan potensi meningkatnya jumlah penduduk 
miskin akibat penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya 
jumlah pengangguran (Bappenas, 2018). Sebagai contoh pasca gempa di 
Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 1,75 persen 
dari sebelumnya 6,24 persen, inflasi meningkat menjadi 6,63 persen dari 
sebelumnya 3,65 persen. Akibat bencana tersebut menambah jumlah 
penduduk miskin baru sebesar 18.400 jiwa, sehingga �ngkat kemiskinan di 
Sulawesi Tengah tahun 2019 meningkat menjadi 14,42 persen atau 
438.610 jiwa (BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2019). 
 Kajian Pusat Gempa Nasional (2017) menggambarkan bahwa letak 
Indonesia yang berada pada batas pertemuan �ga lempeng-lempeng 
tektonik besar dunia yang sangat ak�f menyebabkan berisiko �nggi 
bencana gempa megathrust dan tsunami. Tim Pusat Studi Gempa Nasional 
menjelaskan bahwa pada bagian selatan Jawa tepatnya di Samudra Hindia 
terdapat 3 segmentasi zona megathrust. Segmen tersebut antara lain 
Segmen Jawa Timur, Segmen Jawa Tengah-Jawa Barat, dan Segmen 
Banten-Selatan Sunda. Gempa megathrust adalah gempa bumi yang 
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terjadi pada zona awal penunjam (subduksi) lempeng. Indonesia memiliki 
16 segmentasi megathrust ak�f dan berpotensi menghasilkan gempa 
dahsyat dengan magnitudo mencapai 8 hingga 9. Disebutkan bahwa ada 
potensi gempa besar dari segmen megathrust di balik potensi tsunami dari 
laut selatan Jawa. Temuan potensi tsunami tersebut dengan ke�nggian 
maksimum 20,2 meter di dekat pulau-pulau kecil selatan Banten dan 11,7 
meter di Jawa Timur (Setyaningrum, 2021). 
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, khususnya dalam Pasal 6 dan Pasal 8 mengamanatkan bahwa 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang antara lain adalah 
memberikan perlindungan pada masyarakat dari dampak bencana, dan 
pemulihan kondisi dari dampak bencana, termasuk di dalamnya adalah 
bantuan logis�k pada saat status keadaan darurat. Pengarusutamaan 
manajemen risiko bencana sebagai respon atas kerangka aksi internasional 
diatas telah diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia melalui 7 agenda 
pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai ar�kulasi visi Presiden Jokowi, 
diantaranya agenda mencapai sumber daya manusia berkualitas dan 
berdaya saing; dan agenda lingkungan hidup, ketahanan bencana dan 
perubahan iklim. 
 Kementerian Sosial sebagaimana mandat Peraturan Presiden 
Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementer ian Sos ia l  yakni 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 
Rencana Strategis 2020-2024 menyebutkan bahwa tujuan Kementerian 
Sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan 
kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang �dak 
mampu. Tujuan ini sejalan dengan agenda global yakni menghapus 
kemiskinan dan pengurangan dampak sosial ekonomi akibat bencana yang 
tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini tentunya 
sejalan  dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 
Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat, secara jelas mandat yang diberikan kepada 
Kementerian Sosial RI adalah bersama-sama dengan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana memas�kan langkah-langkah terpadu dalam 
pemulihan, dan penguatan sosial tanggap bencana melalui penyediaan 
bantuan sosial di daerah terdampak pascabencana. 
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 Transformasi fokus penanganan bencana pada pengurangan risiko 
bencana (disaster risk reduc�on) membawa perubahan mendasar pada 
desain program pembangunan dan kedaruratan yang meni�kberatkan 
pada penguatan kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana. Pengurangan risiko 
bencana dimaknai sebagai instrumen untuk mencegah risiko bencana baru 
dan mengurangi risiko bencana yang ada. Sehingga berkontribusi pada 
penguatan resiliensi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Twigg 
(2004) berargumen bahwa kesiapsiagaan mengacu pada �ndakan khusus 
yang diambil sebelum bencana terjadi (�ndakan pencegahan, peringatan 
dini, fasilitasi respon cepat), selanjutnya mi�gasi dimaknai sebagai 
�ndakan untuk meminimalkan dampak dari risiko bencana. 
 Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan 
kebutuhan dasar berupa barang logis�k persediaan (bufferstock) oleh 
Kementerian Sosial didukung oleh 3 Gudang Regional. Namun kerusakan 
infrastruktur pasca bencana dan luas wilayah Indonesia yang sering kali 
sulit diakses menyebabkan waktu tempuh distribusi barang logis�k 
(bufferstock) menjadi panjang karena harus mengirimkan logis�k dari 
gudang regional ke ��k-��k lokasi bencana. Panjangnya waktu tempuh 
logis�k menuju ke ��k lokasi bencana berisiko memicu konflik sosial antar 
pengungsi karena melampaui golden �mes atau periode kri�s untuk 
mendapatkan pertolongan kemanusiaan. Konflik akibat perebutan 
bantuan kebutuhan dasar banyak terjadi di berbagai lokasi bencana, 
seper� yang terjadi pada pengungsi gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat 
di Tahun 2021, selain jumlah bantuan yang didistribusikan �dak sebanding 
dengan jumlah pengungsi, juga diakibatkan bantuan datang beberapa hari 
setelah gempa terjadi (metrotvnews.com, 2021). Tidak hanya konflik sosial 
antar pengungsi, risiko kejahatan juga dapat muncul akibat dari 
ke�dakcepatan dan ke�daksiapan distribusi logis�k di lokasi bencana. 
Sebagaimana terjadi pada pengungsi bencana likuifaksi di Sulawesi 
Tengah, �dak hanya berebut makanan, tetapi juga melakukan penjarahan 
toko/minimarket dan penghen�an truk tangki bahan bakar (Utama, 2018).
 Adanya kesenjangan dalam pelayanan darurat korban bencana 
perlu segera disikapi dalam rangka meminimalisir risiko munculnya 
berbagai permasalahan sosial lain pasca bencana seper� konflik sosial dan 
keterlantaran. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban 
bencana melalui pembentukan Lumbung Sosial di seluruh Indonesia, 
khususnya di Tanah Papua yang terdiri dari 2 provinsi induk (Provinsi Papua 
dan Papua Barat) dan 4 provinsi Daerah Otonom Baru (Provinsi Papua 
Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya) yang 
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tersebar di 7 wilayah adat dengan karakteris�k wilayah yang berbeda 
merupakan langkah strategis untuk mempercepat dan memangkas waktu 
tempuh distribusi logis�k bantuan korban bencana.  Keberadaan Lumbung 
Sosial merupakan strategi mendekatkan persediaan barang logis�k di 
daerah rawan bencana sehingga kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana dapat 
terlaksana secara efek�f dan efisien. Lumbung Sosial juga merupakan 
instrumen untuk mendorong pengembangan kapasitas dan par�sipasi 
lokal sehingga sejalan dengan strategi pengurangan risiko bencana. 

B. Gagasan Perubahan
 Pada masa tanggap darurat bencana, diperlukan respon dan 
�ndakan cepat evakuasi penduduk terdampak bencana, untuk selanjutnya 
disiapkan lokasi pengungsian (shelter) dan distribusi bantuan pemenuhan 
kebutuhan dasar. Pelayanan logis�k Kementerian Sosial khususnya 
pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana merupakan sebuah 
keniscayaan sehingga pen�ng untuk menjadi perha�an khusus. 
Pemenuhan kebutuhan dasar, sebagaimana amanat Pasal 26 Undang-
Undang Nomor No 24 Tahun 2007, merupakan hak se�ap korban bencana 
yang harus dipenuhi. Selanjutnya sebagai Koordinator Klaster 
Pengungsian dan Perlindungan dalam Klaster Nasional Penanggulangan 
Bencana, Kementerian Sosial mengembangkan inovasi program 
perlindungan sosial bagi korban bencana yang kini berfokus pada strategi 
pengurangan risiko bencana dengan memperkuat kesiapsiagaan dan 
mi�gasi bencana. Salah satu bentuk strategi kesiapsiagaan bencana yang 
dilakukan oleh Kementerian Sosial, sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang 
Nomor No 24 Tahun 2007, diantaranya melalui penyediaan dan penyiapan 
barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.  
 Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan dan Jaminan 
Sosial memiliki amanat yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, Renstra 
Kementerian Sosial 2020-2024 dan OTK Permensos Nomor 20 Tahun 2015 
yaitu untuk meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan kelompok 
rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya melalui perlindungan 
sosial adap�f. Sasaran tersebut didukung dengan berbagai program, salah 
satunya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang memiliki �ga fase 
penanganan bencana, yaitu pra, saat dan pasca bencana. Pelaksanaan 
perlindungan sosial kemudian turut diperkuat juga dengan layanan 
dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen 
Perlindungan dan Jaminan Sosial.  Secara lebih jelas, uraian                      
organisasi Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilihat pada 
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gambar berikut:

 Ide awal kerangka pikir proyek perubahan ini berangkat dari belum 
o p � m a l n y a  w a k t u  r e s p o n  p e m e n u h a n  ke b u t u h a n  d a s a r 
(buffestock/logis�k) ke lokasi-lokasi pengungsian bencana, sedangkan 
harus dihadapkan pada golden �mes atau periode kri�s pengungsi untuk 
mendapatkan pertolongan kemanusiaan di Tanah Papua, khususnya pada 
4 provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru dimekarkan diakhir tahun 
2022. Distribusi logis�k dinilai belum op�mal karena waktu respon 
pemenuhan kebutuhan dasar yang belum real�me atau membutuhkan 
rantai distribusi yang panjang hingga berhari-hari untuk sampai di tangan 
pengungsi. Berbagai argumen menguatkan penyebab belum op�malnya 
waktu respon pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Pertama terkait 
kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari 16.771 pulau dan 62% 
wilayahnya merupakan perairan menjadi tantangan tersendiri, khususnya 
Tanah Papua yang masih sangat luas dan masyarakatnya tersebar pada 7 
Wilayah Adat Papua dengan keterbatasan akses transportasi darat, laut 
dan udara. Hal ini diperparah dengan kerusakan infrastruktur pasca terjadi 
bencana sehingga memperpanjang waktu tempuh distribusi logis�k 
menuju pengungsian membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam.

Gambar 2. Kerangka Regulasi terkait Tugas dan Fungsi Balai Besar Kemensos 
di Regional I – VI dalam Mendukung Manajemen Bencana. 

Sumber: Olahan Penulis, 2023
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 Kendala geografis Tanah Papua dapat dicontohkan pada wilayah-
wilayah terluar dan terpencil dengan risiko �nggi bencana seper� di Pulau 
Ayau, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Transportasi dari 
dan menuju ke Ayau dapat ditempuh menggunakan Kapal Sabuk 
Nusantara (Perin�s) yang berangkat menuju Ayau dalam dua – �ga minggu 
sekali. Sementara lama perjalanan dari Waisai, pusat pemerintahan 
Kabupaten Raja Ampat, menuju ke Pulau Ayau pada keadaan dan kondisi 
normal berkisar 3 - 5 hari, hal ini disebabkan kapal berlabuh lebih dulu pada 
beberapa pelabuhan dan distrik lainnya di Kabupaten Raja Ampat dan 
tujuan akhir adalah Ayau. Sementara jika perjalanan kapal sabuk nusantara 
melakukan deviasi trayek maka waktu tempuh berkisar 48 jam dari Kota 
Sorong menuju Waisai dan Ayau, sedangkan jika terjadi bencana maka 
logis�k akan dikirim dari Gudang Regional Wilayah Timur yang berada di 
Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Jayapura, Papua. Kondisi di 
wilayah pesisir dan pulau-pulau di Papua, akan sangat berbeda dengan 
kondisi akses transportasi di wilayah Papua Tengah, Papua Pegunungan 
dan Papua Selatan yang hampir akses transportasi  bervariasi 
menggunakan kapal, mobil dan pesawat dengan biaya yang sangat �nggi 
karena terbatasnya sarana trasportasi dan bahan bakar minyak yang 
sangat mahal.
 Seper� telah dibahas sebelumnya bahwa dalam upaya penyediaan 
dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban 
bencana, Kementerian Sosial didukung oleh 3 Gudang Regional yang 
berada di Kota Palembang (Wilayah Barat), Bekasi (Wilayah Tengah), dan 
Makassar (Wilayah Timur). Khusus untuk Tanah Papua, 1 Gudang Sub 
Region Timur berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jumlah Gudang 
Regional dan Sub Regional yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar 
korban bencana sangat terbatas sehingga membutuhkan waktu tempuh 
yang panjang untuk menuju ke lokasi-lokasi bencana. Terbatasnya personil 
atau petugas pengelola logis�k di masing-masing Gudang Regional 
maupun Sub Regional dan ketersediaan anggaran serta asset untuk 
pembangunan gudang logis�k di masing-masing wilayah risiko �nggi 
bencana juga menjadi kendala dalam rantai distribusi logis�k. 
 Berdasarkan analisis literatur, kebijakan, regulasi dan evidence 
based diatas maka dipandang pen�ng untuk mengembangkan kebijakan 
untuk mempercepat waktu salur bantuan kebutuhan dasar (delivery 
logis�c) bagi korban bencana. Proyek perubahan ini berfokus pada 
Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana 
Melalui Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah 
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Papua. Proyek ini berupaya mengembangkan terobosan baru berupa 
kebijakan terkait inovasi program Lumbung Sosial khususnya di 4 Provinsi 
Daerah Otonom Baru yang juga rawan terhadap bencana alam dan 
bencana sosial sehingga diharapkan mampu mendukung kecepatan, 
kemudahan dan kenyamanan distribusi logis�k dengan memotong waktu 
salur (delivery logis�c) di lokasi bencana untuk mencapai pelayanan prima. 
Secara garis besar, pelaksanaan Lumbung Sosial dimaksudkan untuk 
mengisi kesenjangan yang ada seper� gambar dibawah ini:

 

 Proyek percontohan di 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah 
Papua secara spesifik dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat dan Maybrat 
Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, 
Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan dan 

Gambar 3. Kerangka Pikir Proyek Perubahan
          Sumber: Olahan Penulis, 2023
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Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah. Penentuan lokasi proyek 
percontohan di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua adalah wilayah dengan 
risiko bencana alam sedang - �nggi dan zona megathrust berbasis pada 
Peta Indeks Risiko Bencana BNPB dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG. 
Selain resiko bencana alam, juga terdapat resiko bencana sosial sedang – 
�nggi.
 Daerah Provinsi Papua Barat Daya mempunyai potensi �nggi 
terhadap bencana tsunami. Hampir di semua pantai yang mengelilingi 
Papua Barat Darat Daya termasuk Raja Ampat berpotensi untuk terjadi 
bencana tsunami, mengingat bahwa sumber gempa penyebab tsunami 
bisa berasal dari perairan bukan hanya wilayah Papua Barat Daya tetapi 
juga dari perairan di sekitarnya termasuk di luar Indonesia. 
 Wilayah Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah 3T yaitu terluar, 
ter�nggal dan termiskin yang juga berbatasan dengan negara tetangga 
Republik Palau. Sebagai wilayah kepulauan, Raja Ampat terdiri dari empat 
pulau utama  yaitu Waigeo, Misol, Batanta, dan Salawa�. Selain itu daerah 
ini memiliki sekitar 610 pulau besar dan kecil, atol dan taka dengan panjang 
garis pantai 4.860 km, dengan 34 pulau yang berpenghuni. Perbandingan 
wilayah darat dan laut adalah 1:6, dengan wilayah perairan yang lebih 
dominan dan berhadapan dengan zona megathrust di barat pulau Papua 
sehingga berisiko �nggi gempa dan tsunami.  Selain itu, letak geografis 
tersebut juga digambarkan dengan sulitnya akses transportasi dari dan ke 
Waisai pusat kota Kabupaten Raja Ampat  yang hanya dapat ditempuh 
menggunakan Kapal Perin�s (Sabuk Nusantara) selama 7-10 hari. 
Permasalahan lain di Raja Ampat yakni terkait cuaca buruk. Cuaca buruk 
yang terjadi beberapa waktu terakhir telah membawa beberapa dampak 
buruk bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Cuaca buruk tersebut 
menjadikan semakin sulitnya kapal-kapal dan perahu motor untuk untuk 
menjangkau pulau tersebut terutama untuk mengangkut kebutuhan 
masyarakat Raja Ampat seper� kebutuhan pangan, BBM dan kebutuhan 
lainnya. Selain merusak beberapa bangunan yang ada, cuaca buruk 
menjadikan masyarakat �dak bisa melaut untuk mencari ikan sedangkan 
curah hujan yang �nggi menjadikan beberapa tanaman pangan rusak. 
Kondisi tersebut menjadikan pulau kecil terluar di ujung Timur NKRI 
menghadapi ancaman kerawanan pangan dan energi. 
 Lokasi kedua proyek perubahan adalah Kabupaten Maybrat. 
Kabupaten ini sebagai salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten 
Sorong, dengan luas wilayah 5.461,69 km² dan terletak di wilayah Provinsi 
Papua Barat Daya, dengan kondisi geologi yang kompleks akibat 
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pertemuan antara �ga lempeng yaitu Eurasia, Pasifik, dan Australia. 
Wilayah Papua Barat Daya terdiri dari sesar-sesar normal antara lain Sesar 
Sorong, Koor, Taminabun, Wandamen, Ransiki, serta Tarera-Aiduna 
sehingga rawan terhadap bencana gempa bumi. Tercatat pada 2014, 
gempa dengan kekuatan 5,3 skala Richter mengguncang Maybrat dan 
merusak 113 rumah warga dan fasilitas publik. BPBD Maybrat (2022) 
melaporkan kejadian banjir pada Juli 2022 akibat curah hujan �nggi 
menimbulkan 33 rumah warga, 1 unit sekolah dan 1 unit kantor kampung 
di 6 kampung terendam. Selain bencana alam, Maybrat juga merupakan 
daerah rawan konflik sosial yang berkepanjangan dan menjadi masalah 
sosial serius. Sepanjang 2021, sejumlah konflik kembali meletup di Tanah 
Papua. Terakhir, pecah konflik yang menyasar markas Posramil Kisor, Distrik 
Aifat Selatan, Maybrat, Papua Barat. Konflik Papua merupakan konflik 
ver�kal dan berlangsung lebih dari 50 tahun. Situasi yang terjadi 
berkepanjangan di Papua dan Papua Barat disebabkan empat akar 
permasalahan, yakni sejarah dan status poli�k integrasi Papua ke 
Indonesia, operasi militer yang menyebabkan pelanggaran HAM, 
s�gma�sasi yang memarginalkan, dan kegagalan pembangunan Papua. 
Penyerangan OPM/TPNPB terhadap markas Posramil Kisor, Distrik Aifat 
Selatan, Maybrat. Tidak bisa dipandang sebagai peris�wa biasa, karena 
berkaitan dengan dinamika poli�k lokal dan nasional yang mengarah pada 
disintegrasi bangsa.
 Sedangkan lokasi Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah, 
Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo Provinsi Papua Pegunugan, dan 
Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan merupakan daerah ter�nggal 
dan termiskin. Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo,  termasuk daerah 
dataran �nggi Papua yang terkena dampak suhu ekstrim (hujan es), rawan 
longsor akibat �ngginya curah hujan dan daerah rawan konflik sosial. 
Seringkali terjadi suhu ekstrim dan hujan es pada musim-musim tertentu 
dan berbarengan dengan konflik sosial ulah gerakan an� pemerintah 
Indonesia (KKB) di Kabupaten Lanny Jaya, Puncak dan beberapa daerah 
lainnya di Papua Tengah dan Papua Pegunugan dan menimbulkan dampak 
mul�dimensional. Sementara Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, 
merupakan salah satu daerah di Selatan Papua yang masih ter�nggal, 
rawan bencana diantaranya kekeringan, kebakaran lahan, gizi buruk, 
kesehatan, banjir rob dan bencana sosial. Untuk menuju ke Dogiyai, Lanny 
Jaya, Yahukimo dan Asmat diperlukan transportasi udara, darat  dan laut 
dengan biaya yang sangat �nggi karena kondisi wilayahnya yang masih 
minim infrastruktur jalan dan telekomunikasi. Disamping itu, wilayah 

di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua Tahun 2023 11



tersebut sangat rawan akibat ganguan keamanan oleh Kelompok Kriminal 
Bersenjata (KKB) yang menimbulkan banyak korban jiwa warga sipil dan 
apparat TNI-POLRI. Sehingga apabila terjadi bencana kemungkinan 
kesulitan mengakses transportasi untuk pengiriman barang logis�k cukup 
�nggi. 
 Kondisi yang diharapkan dari inovasi proyek perubahan ini adalah 
op�malnya waktu respon pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban 
bencana. Distribusi logis�k dinilai op�mal jika memenuhi harapan 
penerima layanan dalam hal ini korban bencana, yakni pemenuhan 
kebutuhan dasar dapat tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat 
kualitas, dan sesuai kebutuhan. Keberadaan Lumbung Sosial mampu 
mendekatkan akses lokasi penyimpanan logis�k dengan masyarakat 
penggunanya. Selanjutnya seiring dengan agenda kebijakan internasional 
dalam manajemen bencana bahwa keberadaan Lumbung Sosial 
diharapkan mampu mendorong peran dan kapasitas lokal dalam 
menghadapi risiko bencana. Bentuk peran dan kapasitas lokal �dak hanya 
terkait par�sipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pengurangan risiko 
bencana, juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk turut 
mengalokasikan anggaran dan menyediakan asset untuk kepen�ngan 
pengelolaan Lumbung Sosial. Keberadaan Lumbung Sosial juga diharapkan 
mampu mencegah munculnya berbagai permasalahan sosial lain                    
pasca kejadian bencana diantaranya risiko keterlantaran pengungsi, konflik 
sosial akibat perebutan logis�k, dan kejahatan kriminal (penjarahan, 
pencurian).
 Dalam manajemen strategis, pemetaan dan analisis situasi baik 
eksternal maupun internal organisasi menjadi pen�ng. Tools yang 
digunakan dalam langkah ini adalah analisis SWOT (Strength-Weakness-
Opportunity-Threat). Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan koneksi 
antar kuadran dalam analisis SWOT untuk menyusun strategi yang 
mungkin dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam rencana program 
Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana 
Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru 
(DOB) di Tanah Papua, sebagai berikut:
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Analisis di atas menyimpulkan bahwa rencana strategis yang harus 
disiapkan dalam mendukung Sinergitas Percepatan Pemenuhan 
Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial 
di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua di antaranya :
1. Melakukan penyusunan dan harmonisasi kerangka hukum, kebijakan, 

dan regulasi teknis termasuk pembagian tugas dan peran Pusat-
Daerah terkait LS (Kepdirjen, SOP).

2. Pencatatan dan tata kelola logis�k LS secara manual yang dipadukan 
dengan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dengan 
aplikasi real �me.

3. Pelibatan Relawan Sosial dalam pengelolaan/ manajemen logis�k LS. 
Diperkuat dengan pela�han dan penguatan kapasitas.

4. Penentuan lokasi LS berbasis pada pemetaan oleh Pusat-Daerah 
dengan memper�mbangkan Peta IRBI dan Data Potensi Rawan 
Bencana BMKG, Data Potensi Konflik Sosial, wilayah dengan risiko 
mul� bahaya �ngkat �nggi sebagai prioritas.

 Dengan adanya proyek perubahan inovasi Lumbung Sosial 
diharapkan akan dihasilkan sistem dan sarana pendukung mi�gasi bencana 
berbasis lokasi dan masyarakat lokal di daerah rawan bencana yang 
terintegrasi dengan data daerah rawan bencana BMKG dan data daerah 
rawan konflik sosial. Aspek utama yang ingin diangkat dalam proyek 
perubahan ini adalah memfasilitasi masyarakat di dalam upaya 
pengurangan resiko bencana dan pengelolaan logis�k penanganan 
bencana sehingga memperkuat infrastruktur tangguh bencana pada 
�ngkat lokal, khususnya 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. 
Karena itu pemenuhan isi Lumbung Sosial juga perlu disusun dengan rinci 
dan memperha�kan regulasi terkait agar tepat guna dan tepat sasaran. 
Berikut rencana bantuan logis�k Lumbung Sosial yang sudah mengacu 
pada peraturan yang ada, dapat dilihat pada bagan berikut:
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C. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5315);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Gambar 4. Rincian Bantuan Logis�k Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Bencana
Sumber: Olahan Penulis, 2023
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk 
Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 (Lembara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);

10. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
270);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 
Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat;

12. Peraturan Menteri Sosial  Nomor 128 Tahun 2011 tentang 
Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 693);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan 
Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 
151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban 
Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 635);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Atribut Pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan 
Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 871);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Beras Reguler dalam Penanggulangan Bencana 
(Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1272);
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16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja 
Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2147);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar 
Nasional Sumber Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber 
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian 
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logis�k;

21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logis�k pada 
Status Keadaan Darurat Bencana; dan

22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun 
Standar.

D. Tujuan Dan Manfaat Untuk Organisasi Adap�f
1. Tujuan

  Tujuan utama gagasan Proyek Perubahan ini adalah untuk 
meningkatkan peran BBPPKS Kementerian Sosial RI Regional VI 
Jayapura dalam pelaksanaan tugas mul� layanan dan membantu 
pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya di 4 
Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua yaitu Provinsi 
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  Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua 
Barat Daya dalam Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadapa 
permasalahan yang dihadapi terkait lama nya waktu respon 
distribusi pemenuhan kebutuhan dasar (bufferstock/logis�k) bagi 
korban bencana sehingga mengurangi risiko melampaui golden 
�mes atau periode kri�s untuk mendapatkan pertolongan 
kemanusiaan. Dengan demikian Kementerian Sosial RI melalui 
BBPPKS Regional VI Jayapura mampu mewujudkan diri sebagai 
unit eselon II yang adap�f perubahan dan responsif terhadap arah 
kebijakan Perlindungan Sosial Adap�f bagi korban bencana 
sebagai salah satu strategi reformasi Sistem Perlindungan Sosial 
Nasional. Selanjutnya, kepemimpinan par�sipa�f (par�cipatory 
leadership) dalam semangat otonomi khsusus untuk mendorong 
percepatan pembangunan di Tanah Papua yang dinamis seper� 
saat ini menempa� posisi strategis dalam mendukung pencapaian 
tujuan organisasi. 

  Proyek Perubahan ini berupaya untuk mencapai tujuan utama 
melalui 3 (�ga) tahapan tujuan, diantaranya:

 a.  Tujuan Jangka Pendek
Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan 
yaitu mulai Bulan September s.d November 2023 antara lain 
adalah:
1) Membentuk �m efek�f; 
2) Melakukan studi literatur terkait Lumbung Sosial; 
3) Membahas rencana desain Lumbung Sosial; 
4) Menyusun kerangka kebijakan teknis (SOP, Kepdirjen) 

termasuk pembagian tugas dan peran Pusat-Daerah,
5) Melakukan pemetaan lokasi Lumbung Sosial antara Pusat-

Daerah dengan memper�mbangkan Peta IRBI dan Data 
Potensi Rawan Bencana BMKG dan Data Daerah Potensi 
Rawan Konflik Sosial.

6) Pelaksanaan uji coba pembentukan Lumbung Sosial di 
beberapa lokasi Pilot project di 4 Provinsi Daerah Otonom 
Baru di Tanah Papua.

 b.  Tujuan Jangka Menengah
Tujuan jangka menengah akan dicapai pada 3 (�ga) bulan 
berikutnya yaitu Bulan November 2023 adalah:
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  1) Melibatkan serta mela�h relawan sosial dalam manajemen 
logis�k Lumbung Sosial.

2) Membentuk sistem pencatatan dan tata kelola logis�k 
Lumbung Sosial melalui aplikasi pencatatan dan tata kelola 
logis�k yang terintegrasi dengan Command Center dan                    
e-SIMBA di Balai Besar Regional VI Jayapura; 

 c.  Tujuan Jangka Panjang
   Tujuan jangka panjang akan dicapai pada 4 (empat) bulan 

berikutnya yaitu Bulan November 2023 adalah:
1) Menyusun Peraturan Gubernur, Bupa� dan Walikota tentang 

Lumbung Sosial;
2) Mengembangkan sistem pencatatan dan tata kelola logis�k 

Lumbung Sosial melalui aplikasi berbasis teknologi informasi 
real �me.

3) Melakukan perluasan pembentukan Lumbung Sosial di 
Kabupaten/Kota yang merupakan daerah rawan bencana di 8 
Provinsi wilayah kerja Balai Besar Regional VI Jayapura 
melipu� Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, 
Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua 
Barat Daya.

2. Manfaat
Penerima manfaat dari Proyek Perubahan ini terdiri dari pihak 

eksternal maupun internal. 
a.  Pihak Internal

Pihak internal penerima manfaat Proyek Perubahan ini adalah 
Balai Besar Regional VI Jayapura secara khusus, dan Kementerian 
Sosial secara umum dan sekaligus sebagai Langkah responsif atas 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 
Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat yang ditugaskan kepada 
Kementerian Sosial.

b.  Pihak Eksternal
Pihak eksternal penerima manfaat Proyek Perubahan ini adalah 
korban bencana, Pemerintah Daerah 4 Provinsi Daerah Otonom 
Baru di Tanah Papua. 
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  Adapun manfaat Proyek Perubahan ini diantaranya:
a.  Terwujudnya mekanisme distribusi logis�k/bufferstock efek�f 

dan efisien yakni  tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat 
kualitas, dan sesuai kebutuhan korban bencana.

b.  Te r w u j u d nya  m e ka n i s m e  m o n i t o r i n g  d a n  e va l u a s i 
logis�k/bufferstock Lumbung Sosial secara manual dan berbasis 
digital yang akuntabel. 

c.  Berkontribusi dalam mendukung kebijakan Sistem Perlindungan 
Sosial Adap�f.

d.  Memperkuat intervensi pengurangan risiko bencana (disaster risk 
reduc�on) melalui strategi kesiapsiagaan bencana. 

E.  Output dan Outcome

 

Gambar 5.  Skema Rancangan Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan 
                     Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 
                     4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah Papua

Sumber: Olahan Penulis, 2023
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BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. Milestone Proyek Perubahan

 

Tabel 2. Timeline Rencana Proyek Perubahan Periode September - November 2023
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B. Tata Kelola Proyek Perubahan

Tabel 3. Tim Efek�f

 

Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial 26



 Dalam pelaksanaan Proyek Perubahan memerlukan berbagai 
sumber daya. Sumber daya yang digunakan antara lain sumber daya 
manusia, dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang 
digunakan dalam proyek perubahan ini sebagian besar dilaksanakan ASN 
pada Balai Besar Regional VI Jayapura Kementerian Sosial yang bekerja 
sesuai dengan keahlian dan tugas yang dikerjakan sehari-hari dan 
menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga dapat 
mengurangi biaya yang �mbul. Berikut ini rincian sumber daya yang 
digunakan untuk melaksanakan proyek perubahan. 

Tabel 4. Rencana Anggaran Proyek Perubahan 
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*Anggaran dibebankan pada DIPA  Nomor : SP DIPA-027.01.2.690555/2023
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C. Iden�fikasi dan Analisis Stakeholders
  Dalam mencapai tujuan organisasi maka sangat pen�ng untuk 

melakukan iden�fikasi stakeholder. Siapa stakeholder yang memiliki 
kepen�ngan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh 
organisasi. Stakeholders yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah 
individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat baik 
secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta 
kepen�ngan terhadap organisasi (Dally, 2015). Stakeholder dalam 
pelaksanaan proyek perubahan ini  berasal  dari  internal                   
Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
maupun eksternal dari Kementerian dan Lembaga, diantaranya 
sebagai berikut:

 1. Stakeholders Internal dan Eksternal
   Stakeholder internal instansi pemerintah antara lain atasan 

langsung, kepala instansi yang bersangkutan, seluruh kolega di 
instansinya, serta para bawahannya. Sedangkan stakeholder eksternal 
antara lain pejabat dari instansi pusat maupun daerah, masyarakat, 
LSM, para peneli� dari lembaga peneli�an, dan dosen terkait, dan lain-
lain. Stakeholders dimaksud dapat bersifat individu maupun 
organisasi. 

Tabel 5. Stakeholders Internal dan Eksternal

di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua Tahun 2023 29



 Berikut beberapa analisis peran yang dapat dilaksanakan oleh 
stakeholder internal maupun eksternal :

Tabel 6. Peran Stakeholder Internal
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Tabel 7. Peran Stakeholder Eksternal
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2.  Analisis Stakeholders
 Melakukan analisis terhadap stakeholder merupakan langkah yang 
sangat pen�ng karena proses penyusunan program harus melibatkan 
pihak-pihak yang memang paham terhadap bidang terkait sebagai mitra 
dalam pelaksanaan program. Dengan melakukan analisis terhadap 
stakeholder maka dapat memetakan dengan jelas tentang posisi 
stakeholder terhadap program yang akan dirancang/dijalankan.
 Dalam memetakan Stakeholder, penulis menggunakan matriks 
Analisa Stakeholder dengan menggunakan empat kuadran sebagaimana 
gambar dibawah

Gambar 6. Matriks Analisa Stakeholder

Sumber:  (h�p://ctb.ku.edu/en/table-ofcontents/par�cipa�on/
                  encouraginginvolvement/iden�fy-stakeholders/main).
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1. Promotors, Memiliki kepen�ngan besar terhadap proyek perubahan 
dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau 
menggelincirkannya). Promotor disini pihak yang terlibat yaitu 
Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, Dirjen Linjamsos dan Balai Besar 
Kemensos Regional VI Jayapura.

2. Defenders: Memiliki kepen�ngan pribadi dan dapat menyuarakan 
dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk 
mempengaruhi proyek perubahan. Yang termasuk pihak defender 
TNI-POLRI dan Lembaga Gereja.

3. Latents, Tidak memiliki kepen�ngan khusus maupun terlibat dalam 
proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk 
mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik. 
Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah (4 Provinsi 
DOB, Kab/ Kota) calon lokasi Lumbung Sosial 

4. Apathe�cs Kurang memiliki kepen�ngan maupun kekuatan, bahkan 
mungkin �dak mengetahui adanya proyek perubahan dalam hal ini 
contohnya seper� Perguruan Tinggi, Dewan Adat Papua, BBMKG 
Papua, Relawan Sosial calon pengelola LS, masyarakat calon lokasi LS.

 Berikut tabel analisa stakeholder yang telah disesuaikan dengan 
rencana implementasi proyek perubahan.

Tabel 8. Analisa Stakeholder Yang Telah Disesuaikan Dengan Rencana 
Implementasi Proyek Perubahan
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D. Iden�fikasi Potensi Risiko Dan Rencana Solusi
  Pada tataran pelaksanaan program, terdapat kemungkinan 

potensi risiko yang akan mempengaruhi keberhasilan atau 
ke�dakberhasilan program, hal ini perlu di an�sipasi agar kemudian 
�dak menjadi masalah besar dikemudian hari. Berikut potensi risiko 
yang terdapat pada program Lumbung Sosial.

Tabel 9. Potensi Risiko dan Rencana Solusi
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E. Indikator Keberhasilan
  Pada tataran pelaksanaan program, terdapat kemungkinan 

potensi risiko yang akan mempengaruhi keberhasilan atau 
ke�dakberhasilan program
1. Ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan 

Jaminan Sosial tentang Lumbung Sosial
2. Ditetapkannya pedoman teknis Direktur Jenderal Perlindungan 

dan Jaminan Sosial tentang Lumbung Sosial
3. Terlaksananya Uji coba pembentukan Lumbung Sosial dengan di 4 

Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua melipu� Provinsi 
Papua Barat Daya (Kabupaten Raja Ampat dan Maybrat), Provinsi 
Papua Tengah (Kabupaten Dogiyai), Provinsi Papua Pegunungan 
(Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo) dan Provinsi Papua Selatan 
(Kabupaten Asmat)
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4. Meningkatnya kapasitas relawan sosial dalam manajemen logis�k 
Lumbung Sosial

5. Terbentuknya sistem pencatatan dan tata kelola logis�k Lumbung 
Sosial secara manual di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua yang akan 
dihubungkan dengan aplikasi pencatatan dan tata kelola logis�k 
yang terintegrasi sebagaimana skema IoT (Internet of Thinks).

6. Terpenuhinya layanan kebutuhan dasar masyarakat terdampak 
bencana secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat bantuan. 

F. Faktor Kunci Keberhasilan
  Keberhasilan inovasi perubahan dsangat tergantung dari faktor 

kunci sebagai berikut
1. Sosialisasi dan internaslisasi project kepada stakeholders terkait 

proyek perubahan
2. Dukungan dan komitmen sponsor dalam hal ini Mentor, �m efek�f, 

Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Sosial dan 
Kepala Bidang di level propinsi dan Kab/ Kota di 4 Provinsi Daerah 
Otonom Baru di Tanah Papua

3. Kerjasama dengan TNI - POLRI di Tanah Papua
4. Kerjasama dengan Lembaga Gereja dan Lembaga Adat di Tanah 

Papua
5. Kerjasama �m dan ketepatan jadwal kegiatan sesuai dengan 

�meline yang disusun
6. Koordinasi dan kerjasama yang dibangun dengan stakholders 

untuk menjaga tetap mendukung proyek inovasi ini berjalan sesuai 
rencana.

7. Merupakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
terutama masyarakat di daerah rawan bencana di 4 Provinsi DOB di 
Tanah Papua.

Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial 36



BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

 Pada Bab ini akan dibahas mengenai implementasi proyek 
perubahan dan pencapaiannya pada jangka pendek dan jangka menengah 
dengan membandingkan dengan �meline rencana yang telah disusun 
sebelumnya. Pembahasan selanjutnya menganalisis peta stakeholder, 
rencana dan implementasi strategi marke�ng, kendala internal dan 
eksternal serta upaya mengatasi kendala, dan mekanisme monitoring 
evaluasi pelaksanaan proyek perubahan. 

A. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek dan Jangka Menengah
1. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek

  Implementasi proyek perubahan dilaksanakan pada tanggal 5 
September s/d 13 November 2023. Capaian proyek perubahan dalam 
jangka pendek tergambar pada tabel berikut:

Tabel 10. Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek
Periode September s/d November 2023
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  Secara umum seluruh kegiatan dalam milestone capaian jangka 
pendek telah berjalan sesuai dengan �meline yang telah direncanakan 
dan ditetapkan sebelumnya, bahkan pada tahap penyusunan kerangka 
kebijakan Lumbung Sosial dapat selesai sesuai dengan waktu yang 
direncanakan, karena Lumbung Sosial menjadi salah satu inovasi 
program yang menjadi prioritas di Lingkungan Kementerian Sosial RI. 
Tahapan implementasi proyek perubahan, “Sinergitas Percepatan 
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Pembentukan 

Sumber: Olahan Penulis, 2023
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Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Tanah 
Papua” pada jangka pendek adalah sebagai berikut: 

 1.1  Pembentukan Tim Efek�f
  Sebagai �ndak lanjut dari surat Kepala BPSDM Proovinsi Papua 

Nomor 893.3/716/BPSDM tanggal 11 September 2023 perihal 
Pemberitahuan Pelaksanaan Aktualisasi Kepemimpinan Strategis 
Pela�han Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXX LAN RI - 
BPSDM Provinsi Papua, demi penggerak proyek perubahan di Balai 
Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura maka disusunlah Tim Efek�f. 
Secara legal formal, Tim Efek�f Proyek Perubahan Pendidikan dan 
Pela�han Kepemimpinan Nasional Tingkat II tercantum dalam 
Keputusan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pela�han Kesejahteraan 
Sosial Regional VI Jayapura Nomor 1378/9.6/OT.01.00/9/2023 yang 
ditetapkan pada tanggal 18 September 2023 oleh Kepala Balai Besar 
Pendidikan dan Pela�han Kesejahteraan Sosial Regional VI Jayapura  
(SK terlampir). 

Gambar 7. Pembentukan Tim Efek�f Proyek Perubahan
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  Selanjutnya struktur organisasi �m pelaksana proyek perubahan 
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pela�han Kesejahteraan Sosial 
Regional VI Jayapura tergambar sebagai berikut:

  Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pendidikan dan 
Pela�han Kesejahteraan Sosial Kemensos RI Regional VI Jayapura 
tentang Tim Efek�f yang telah ditetapkan, maka struktur organisasi 
proyek perubahan terdiri atas pengarah, ketua dan anggota. 
Selanjutnya secara umum pembagian tugas dan tanggung jawab 
diantaranya adalah ketua dalam hal ini Robben Rico, bertanggung 
jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan 
proyek perubahan. Ketua dalam hal ini John Herman Mampioper, 
bertanggung jawab dalam menyusun bahan dan melaksanakan proyek 
perubahan, selanjutnya anggota proyek perubahan yang terdiri dari 
�m substansi, �m administrasi, dan �m teknologi infomasi, 
bertanggung menyiapkan data dukung dan membantu pelaksanaan 
proyek perubahan. 

Gambar 8. Struktur Organisasi Tim Proyek Perubahan Balai Besar 
Kemensos Regional VI Jayapura
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  Kegiatan selanjutnya setelah ditetapkan Tim Efek�f adalah 
pembahasan skema rancangan strategi proyek perubahan termasuk 
penetapan �meline dan milestone. Skema rancangan strategi proyek 
perubahan memuat tahapan dan kegiatan mulai dari aspek inputs, 
process, outputs, hingga outcomes proyek. 

1.2  Penyusunan Studi Literatur dan Grand Desain terkait Proyek 
Perubahan

  Tahapan selanjutnya setelah ditetapkan Tim Efek�f dan 
dibahasnya skema strategi rencana proyek perubahan adalah 
dilakukan penyusunan studi literatur dan pembahasan grand design 
proyek perubahan. Kegiatan ini diimplementasikan sesuai dengan 
�meline yang telah direncanakan yakni Minggu ke-IV September s/d 
Minggu ke-II November 2023. Tim Efek�f melakukan pengumpulan 
data dan literatur kaitan kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana dari 
berbagai regulasi, jurnal nasional maupun internasional, materi rapat 
lintas instansi (Badan SAR, BMKG, BADAN SAR, TNI-POLRI, Lembaga 
Gereja, DINAS SOSIAL, DEWAN ADAT), data serta dokumen                     
internal Kementerian Sosial terkait kebencanaan, dan berbagai 
literatur terkait.

Gambar 9. Proses Pembahasan Skema Strategi dan Timeline 
Rencana Proyek Perubahan
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  Pembahasan mengenai grand desain proyek perubahan 
bertemakan strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui 
pembentukan lumbung sosial di Indonesia ditetapkan berbasis pada 
hasil analisis masalah dan risiko, gagasan perubahan (kondisi saat ini, 
yang diharapkan dan manfaat yang ingin dicapai), dan analisis SWOT 
(strengths, weaknesses, opportuni�es, dan threats) terhadap rencana 
proyek. Dra� rancangan proyek perubahan berjudul, “Sinergitas 
Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui 
Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) 
di Tanah Papua”, selanjutnya disusun berbasis analisis masalah, risiko 
dan SWOT.

1.3  Penyusunan Kerangka Kebijakan Program Lumbung Sosial
  Sebagai upaya memperkuat secara legal formal Program 
Lumbung Sosial, maka Tim Efek�f bersama dengan stakeholders 
melakukan pembahasan dan penyusunan kerangka kebijakan yang 
menghasilan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan 
Sosial (Kepdirjen Linjamsos) Nomor 58/3/BS.01/11/2023 tentang 
Petunjuk Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 
Bencana bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Melalui 
Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di 
Tanah Papua, serta Standar Operasional Prosedur Penetapan Lumbung 
Sosial (Penetapan Pusat dan Usulan Pemerintah Daerah) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Pembahasan dan penyusunan Kepdirjen 
L i n j a m s o s  d a n  S O P  Pe n eta p a n  L u m b u n g  S o s i a l  s e l e s a i 
diimplementasikan lebih cepat dari rencana awal yakni dilaksanakan 
pada Minggu ke-III Oktober s/d ke-I November 2023, hal ini 
dikarenakan Program Lumbung Sosial menjadi salah satu program 

Gambar 10. Pembahasan Grand Desain Rancangan Proyek Perubahan
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prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan 
Sosial. 

  Dalam pembahasan dan penyusunan Kepdirjen Linjamsos Nomor 
58/3/BS.01/10/2023, Tim Efek�f membangun koordinasi dan kerja 
sama dengan stakeholders baik internal maupun eksternal 
Kementerian Sosial. Koordinasi dan kerja sama dengan internal 
Kementerian Sosial diantaranya dengan Sekretariat Direktorat Jenderal 
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Alam, Biro Hukum, Biro Keuangan, dan Biro Umum 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Inspektorat Bidang 
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Inspektorat Jenderal. Pembahasan 
berkaitan dengan mekanisme pengelolaan logis�k di Lumbung Sosial 
dan status Lumbung Sosial yang akan diatur dalam rancangan Kepdirjen 
tersebut.

Gambar 11. Pembahasan Kepdirjen Linjamsos tentang Lumbung Sosial 
dengan Stakeholders Internal maupun Eksternal
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  Setelah dilakukan pembahasan Kepdirjen Linjamsos tentang 
Lumbung Sosial, selanjutnya dilakukan pembahasan dan penyusunan 
Standar Operasional Prosedur Penetapan Lumbung Sosial (Penetapan 
Pusat dan Usulan Pemerintah Daerah). Dalam melaksanakan 
pembahasan SOP, Tim Efek�f melakukan koordinasi dan kerjasama baik 
dengan stakeholders internal Kementerian Sosial. Stakeholders internal 
diantaranya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Biro 
Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, Inspektorat 
Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan 
Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dan 
Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

1.4  Pemetaan Calon Lokasi Lumbung Sosial
  Simultan dengan kegiatan penyusunan kerangka kebijakan terkait 
Program Lumbung Sosial, Tim Efek�f juga melakukan pemetaan calon 
lokasi Lumbung Sosial, hal ini sesuai dengan rencana awal yakni 
diimplementasikan pada Minggu ke-II s/d III Oktober 2023. Tim Efek�f 
melakukan pemetaan calon lokasi Lumbung Sosial berbasis data 
sekunder berupa Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022 oleh 
BNPB dan Analisis & Prediksi Curah Hujan oleh BMKG serta 
Data/Informasi Daerah Rawan Bencana Sosial di Tanah Papua. Calon 
lokasi Lumbung Sosial merupakan lokasi atau kawasan yang dinilai 
memiliki risiko �nggi bencana. 

Gambar 12. Pembahasan Standar Operasional Prosedur
Penetapan Lumbung Sosial
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  Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memuat nilai indeks risiko 
bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di �ngkat 
kabupaten / kota dan �ngkat provinsi seluruh Indonesia. Penilaian 
indeks risiko bencana memper�mbangkan komponen bahaya (hazard), 
kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing 
provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya Analisis & Prediksi Curah 
Hujan oleh BMKG memuat data prakiraan cuaca (musim kemarau dan 
hujan), prediksi kelembaban udara, dan peringatan dini curah hujan 
(klasifikasi awas hingga waspada). Hasil analisis data sekunder 
menunjukkan bahwa sejumlah 4 provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) 
di Tanah Papua terdapat beberapa daerah kabupaten/kota memiliki 
indeks risiko bencana �nggi. Berikut adalah maping per provinsi                    
DOB terkait indeks risiko bencana Tahun 2023 (Periode Januari s/d 
Oktober):

Gambar 13. Data IRBI dan Data Potensi Rawan Bencana BMKG sebagai 
Dasar Penyusunan Peta Daerah Rawan Bencana Nasional Tahun 2023
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  Selanjutnya analisis data terkait indeks risiko bencana Tahun 2022 
dan data kejadian bencana alam tahun 2023 digunakan sebagai dasar 
pemetaan calon lokasi lumbung sosial. Terpetakan sejumlah 6 lumbung 
sosial yang akan dibentuk hingga akhir Tahun 2023 (periode Oktober 
s/d November 2022) di 4 provinsi Daerah Otonom Baru dan 6 
kabupaten di Tanah Papua. Peta calon lokasi lumbung sosial nasional 
Tahun 2022 tersaji sebagai berikut:

Gambar 14. Peta kejadian bencana alam di 4 Provinsi DOB Papua Tahun 2023
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  Tim Efek�f melakukan koordinasi dan konsultasi ke BMKG dan 
BNPB/BPBD terkait new ini�ta�ve program oleh Kementerian Sosial 
yakni Program Lumbung Sosial dan rencana pembentukan lumbung 
sosial di 6 ��k di 4 provinsi DOB dan 6 kabupaten di Tanah Papua, 
berbasis data sekunder dari kedua lembaga tersebut. Koordinasi dan 
konsultasi oleh Tim Efek�f ke BMKG dilaksanakan pada tanggal 16 
Oktober 2023 di Balai Besar MKG Wilayah V Papua, dan diterima oleh 
Kepala Balai Besar KMG Wilayah V Papua. Secara umum BBMKG 
merekomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk pertama, 
memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat tentang 
potensi bencana serta evakuasi mandiri, dan kedua, mengapresiasi 
kebijakan untuk membentuk lumbung sosial di berbagai daerah yang 
rawan bencana di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah 
Papuasebagai sebuah Upaya mi�gasi bencana serta dapat mendukung 
upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) nasional di daerah.

Gambar 15. Peta Calon Lokasi Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB 
di Tanah papua Tahun 2023
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Koordinasi dan Konsultasi Kementerian Sosial dengan BMKG  
terkait Peta Calon Lokasi Lumbung Sosial di 4 Provinsi 
Daerah Otonom Baru di Tanah Papua Tahun 2023

Gambar 16. 
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2.  Capaian Milestone Proyek Perubahan Jangka Menengah
  Capaian proyek perubahan dalam jangka menengah tergambar 
pada tabel berikut:

Tabel 11. Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Menengah
Periode September s/d Desember 2023
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  Kegiatan dalam milestone capaian jangka menengah telah 
berjalan sesuai dengan �meline yang telah direncanakan dan 
ditetapkan sebelumnya. Pada tahap pembentukan lumbung sosial di 
��k pilot project dapat selesai seminggu lebih cepat dari yang 
direncanakan, karena penyusunan kerangka kebijakan lumbung sosial 
lebih cepat 1 minggu dari jadwal yang telah direncanakan. Dukungan 
stakeholders dari berbagai instansi/lembaga strategis seper� 4 Pemda 
Provinsi DOB, Lembaga Gereja, Dewan Adat, BKMG, TNI-POLRI dan 
masyarakat mempercepat proses perencanaan dan penganggaran 
hingga implementasi pilo�ng program lumbung sosial. Selanjutnya 
urgensi kebutuhan akan tersedianya logis�k yang lebih dekat dengan 
masyarakat terutama di ��k risiko �nggi bencana, mendukung 
percepatan implementasi pembentukan lumbung sosial di wilayah 
pilo�ng. 

2.1.  Peningkatan Kapasitas Relawan Sosial dalam Manajemen 
Logis�k   dalam Lumbung Sosial

  Untuk memas�kan manajemen logis�k dalam lumbung sosial 
berjalan baik dan akuntable, maka Tim Efek�f menyelenggarakan 
kegiatan peningkatan kapasitas bagi relawan sosial. Tujuan dari 
dilaksanakan kegiatan ini diantaranya agar relawan sosial sebagai garda 
terdepan pengelolaan logis�k lumbung sosial mampu: 1) memahami 
arah kebijakan kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana saat ini, 2) 
memahami tata laksana program lumbung sosial serta tujuan 
utamanya, dan 3) memahami proses pencatatan dan tata 
kelola/manajemen logis�k lumbung sosial. 

Sumber: Olahan Penulis, 2023
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  Tahap pertama sebelum dilaksanakan kegiatan peningkatan 
kapasitas relawan sosial adalah Tim Efek�f menyiapkan materi yang 
akan disampaikan oleh narasumber. Narasumber pertama adalah 
Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura selaku Project 
Leader proyek perubahan, yang akan menyampaikan materi terkait 
arah kebijakan Kementerian Sosial terkait strategi pengurangan risiko 
bencana (PRB) dan pengenalan new ini�a�ve program lumbung sosial 
d i  4  P r o v i n s i  D a e r a h  O t o n o m  B a r u  d i  Ta n a h  P a p u a . 
Narasumber kedua adalah Staf Balai selaku Tim IT proyek perubahan, 
yang akan menyampaikan materi terkait manajemen logis�k dalam 
lumbung sosial secara manual.
  Dalam pengelolaan lumbung sosial, untuk 4 Provinsi DOB saat ini 
masih menggunakan pencatatan secara manual dengan per�mbangan 
akses layanan internet di beberapa daerah yang belum terhubung 
dengan jaringan internet. Barang yang masuk terlebih dahulu yang 
akan dikeluarkan dari gudang logis�k untuk penanganan bencana 
sesuai dengan siklus logis�k bencana bahwa barang yang terlebih 
dahulu masuk akan lebih cepat rusak, rapuh atau kadaluarsa bagi 
barang-barang permakananan diantaranya lauk pauk, makanan balita 
dan makanan siap saji. Selanjutnya materi expired first out membahas 
mekanisme penyaluran logis�k lumbung sosial yang telah memasuki 
masa expire. 
  Tahapan kedua setelah rancangan dan materi peningkatan 
kapasitas relawan sosial selesai disiapkan adalah Tim Efek�f melakukan 
koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, 
Dogiyai, Lanny Jaya, Yahukimo dan Asmat melalui telepon terkait 
rencana peningkatan kapasitas dan teknis pelaksanaannya. Tahap 
ke�ga adalah pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi relawan sosial 
sebagaimana gambar berikut:
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  Kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara manual 
melalui sambungan telp, dengan per�mbangan efek�f waktu karena 
lokasi peserta yang sebagian besar berada di wilayah pesisir dan 
pegunungan Papua dengan akses jaringan internet yang �dak stabil. 
Kegiatan dilaksanakan pada 30 Oktober s/d 10 November 2023, hal ini 
sesuai dengan rencana implementasi yang telah ditetapkan 
sebelumnya yakni di Minggu ke-III Oktober – Minggu I November 2023. 
Peserta yang diundang diantaranya satu orang perwakilan dinas sosial 
kabupaten dan 3 orang relawan sosial perwakilan dari 6 kabupaten 
pilo�ng project diantaranya Kabupaten Raja Ampat dan Maybrat 
Provinsi Papua Barat Daya, Dogiyai Provinsi Papua Tengah, Lanny Jaya 
dan Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan, dan Asmat Provinsi Papua 
Selatan. Relawan sosial yang dila�h ini merupakan relawan dari unsur 
Tagana, pengurus gereja dan masyarakat yang nan�nya akan 
bertanggung jawab atas manajemen logis�k lumbung sosial. 

 Gambar 17. Peningkatan Kapasitas terhadap Relawan Sosial Perwakilan 
dari lokasi pilo�ng pembentukan Lumbung Sosial
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2.2.  Pembentukan Lumbung Sosial di Ti�k Pilot Project
  Program Lumbung Sosial merupakan new ini�a�ve program 
dalam mendukung upaya kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana sebagai 
strategi pengurangan risiko bencana. Inisia�f program ini berupaya 
mendekatkan logis�k kepada masyarakat sehingga bantuan logis�k 
dengan cepat dapat diakses oleh korban saat bencana terjadi karena 
letak gudang lumbung sosial yang telah berada ditengah-tengah 
mereka. Program Ini sangat mendukung perwujudan efek��fitas dan 
efisiensi anggaran karena mengurangi biaya transportasi, distribusi dan 
pengeluaran-pengeluaran lainnya di masa darurat. 
  Sebagai new ini�a�ve program, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, 
mendukung penuh pembentukan Lumbung Sosial di wilayah-wilayah 
risiko �nggi bencana, khususnya di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di 
Tanah Papua. Pada kesempatan kunjungan kerja di wilayah terdampak 
bencana gempa pada  21 Maret 2023 di Kota Jayapura, Provinsi Papua, 
dan kunjungan kerja pada 1 Juni 2023 di Kabupaten Asmat, Menteri 
Sosial menginstruksikan, “Saya minta kawasan yang rawan bencana 
bisa didirikan Lumbung Sosial, termasuk di Barat, Selatan dan daerah 
pegunungan Pulau Papua. Hal ini bertujuan jika akses terputus pasca 
terjadi bencana, maka masyarakat dapat bertahan hidup”. 
Lumbung Sosial atau "buffer stock" menjadi salah satu kebijakan umum 
Kementerian Sosial dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat 
yang terkena dampak bencana. 
  Berbagai stakeholders eksternal diantaranya Anggota DPD RI 
Dapil Papua, Dr. Filep Wamafma, SH., M.H mengapresiasi adanya 
lumbung sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua.  
Selain memberikan kemudahan bagi Kementerian Sosial dalam 
menyalurkan bantuan saat kondisi darurat, Lumbung Sosial juga 
mampu memberikan respon cepat kepada masyarakat terdampak 
bencana. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Doberai, Paul Finsen 
Mayor, S.IP., CM, NNLP mendukung penuh program lumbung sosial 
sebagai suatu bentuk program perlindungan sosial bagi Masyarakat 
adat di provinsi daerah otonom baru yang lebih adap�f bagi korban 
bencana. Selanjutnya Uskup Keuskupan Gereja Katolik Jayapura, Mgr. 
Dr. Yanuarius D. Matopa Youw, Pr menyatakan apresiasi dan 
penghargaan kepada Menteri Sosial RI atas ide pendirian lumbung 
sosial di 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Hal ini sebagai 
terobosan yang dilakukan Kementerian Sosial dalam memberikan 
respon yang cepat salah satunya untuk ketahanan sosial masyarakat.  
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  Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, berbasis hasil 
pemetaan daerah risiko �nggi bencana maka di tahun 2022 ini 
ditargetkan terbentuk sejumlah 50 lumbung sosial di 8 provinsi dan 78 
kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Besar Kemensos RI Regional VI 
Jayapura. Namun untuk kebutuhan proyek perubahan, ditargetkan 
terbentuk lumbung sosial di kabupaten/kota pada 4 Provinsi Daerah 
Otonom Baru di Tanah Papua. Mengenai penentuan 6 lokasi pilo�ng 
project adalah yang merepresentasikan wilayah dengan risiko �nggi 
bencana dan perlu dibentuk lumbung sosial di tempat-tempat tersebut 
dengan per�mbangan sebagai berikut :
1. Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Wilayah ini dipilih karena Raja Ampat merupakan daerah 
kepulauan dan daerah 3T (Ter�nggal, Terluar dan Termiskin) yang 
berbatasan dengan negara tetangga Republik Palau. Dengan letak 
geografis yang sulit, akses transportasi  dari dan menuju Waisai, Ibu 
Kota kabupaten Raja Ampat hanya dapat dilakukan melalui jalur 
laut, itupun hanya terjadi 1 sampai 2 minggu sekali dengan 
menggunakan kapal perin�s yang melayani warga di beberapa 
pulau di bagian utara, barat dan Selatan Raja Ampat. Selain itu, 
dengan memper�mbangkan Peta Index  Resiko Bencana Indonesia 
Tahun 2022 dan kajian BMKG, lokasi ini berada pada resiko bencana 
�nggi (zona merah) dan rawan bencana alam berupa gempa, 
gelombang �nggi dan cuaca ekstrem di barat pulau Papua. Melihat 
kemungkinan yang �nggi tersebut maka layaklah daerah dijadikan 
sebagai lokasi pembentukan lumbung sosial.

2. Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya
Lokasi ini berada di daerah kepala burung pulau Papua. Daerah ini 
termasuk salah satu kabupaten pemekaran Lokasi kedua proyek 
perubahan adalah Kabupaten Maybrat. Kabupaten ini sebagai 
salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Sorong. Maybrat juga 
merupakan daerah yang rawan gempa bumi, longsor dan banjir 
akibat curah hujan �nggi. Selain bencana alam, Maybrat juga 
merupakan daerah rawan konflik sosial yang berkepanjangan dan 
menjadi masalah sosial serius. Dengan kondisi tersebut, lumbung 
sosial sebagai salah satu solusi dalam menjawab kebutuhan warga 
masyarakat pada saat terjadinya bencana.

3. Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Dogiyai merupakan daerah yang 
terletak di pegunungan Tengah bagian barat Papua. Dengan 
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karakteris�k wilayah pegunungan, daerah ini juga rawan bencana 
alam longsor dan gempa bumi. Selain itu, daerah ini juga sangat 
rawan terjadi konflik sosial, akibat budaya lokal.

4. Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan
Lanny Jaya dipilih karena letak geografis dan karakteris�k wilayah 
dengan �ngkat kerawanan bencana alam dan bencana sosial cukup 
�nggi. Cuaca ekstrim, longsor dan kekeringan menjadi kendala 
tersendiri. Disamping itu, daerah ini juga sangat rawan konflik sosial 
akibat aksi-aksi terror kelompok kriminal bersenta (KKB). 
Disamping itu, biaya transportasi sangat mahal.

5. Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan
Lokasi ini juga dipilih dengan per�mbangan letak georafis dan 
karakteris�k wilayah serta konek�vitas jaringan transportasi dan 
telekomunikasi yang masih menjadi kendala utama dalam 
pelayanan pemerintahan. Yahukimo, juga menjadi daerah dengan 
curah hujan �nggi dan rawan terjadinya cuaca ekstrim, banjir dan 
erosi. Daerah ini juga, merupakan daerah rawan gangguan 
keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenja di daerah pegunungan 
Tengah Papua.

6. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
Asmat mewakili daerah Papua Selatan, dengan wilayah dan 
karakteris�k yang berbeda dari daerah provinsi lainnya di 
Indonesia. Asmat juga sangat rawan bencana banjir rob, gempa 
bumi, kekeringan dan rawan pangan.Dengan daerah yang hamper 
Sebagian besar wilayahnya rawa, maka sarana transportasi air 
menjadi satu-satunya sarana yang perlu disiapkan infrastrukturnya 
untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut.

 Implementasi pembentukan lumbung sosial telah sesuai dengan 
�meline yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi 
pembentukan lumbung dilaksanakan pada minggu ke-II Oktober 
hingga minggu ke-II November 2023. Mengacu pada Keputusan 
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial  tentang Petunjuk 
Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana bagi 
Masyarakat di Daerah Rawan Bencana melalui Pembentukan Lumbung 
Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, maka pada 
pada 1 s/d 2 September 2023, Tim Efek�f mulai melakukan koordinasi 
secara teknis dengan 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, 
khsusunya dengan dinas sosial provinsi dan kota/kabupaten dan pihak 
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gereja. Koordinasi membahas terkait rencana pembentukan lumbung 
sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua yang telah 
ditentukan. Penetapan lumbung sosial di 4 DOB pilo�ng project 
menggunakan prosedur penetapan instruksi pusat dimana 
pemerintah pusat menetapkan lokasi lumbung sosial berbasis 
pemetaan daerah risiko �nggi bencana dilengkapi dengan usulan dari 
pemerintah daerah.

 Tahap selanjutnya adalah Tim Efek�f dibagi ke dalam 3 �m untuk 
melakukan asesmen lokasi pembentukan lumbung sosial dan 
pengisian bantuan logis�k di masing-masing kabupaten pilo�ng di 4 
Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua. Kegiatan asesmen 
dilakukan melalui pertemuan focus group discussion antara Tim Efek�f 
dengan  per wak i lan  d inas  sos ia l  kabupaten/kota ,  BPBD 
kabupaten/kota, BMKG kabupaten/kota, aparat distrik dan 
kampung/kelurahan, Lembaga gereja, dan masyarakat. Kegiatan 
asesmen bertujuan untuk membahas diantaranya jenis dan 
karakteris�k bencana di wilayah tersebut, pembentukan �m pengurus 
lumbung sosial, dan penetapan letak gudang lumbung sosial yang 
aman namun mudah dijangkau oleh masyarakat. 

 Kegiatan asesmen lokasi pembentukan lumbung sosial oleh Tim 
Efek�f Pertama dilaksanakan di DIstrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat, 
Provinsi Papua Barat Daya pada * Oktober 2023. Pertemuan FGD 
dilaksanakan di Ruang Rapat Waiwo Setda Kabupaten Raja Ampat, 
hasil FGD ditetapkan bahwa gudang lumbung sosial ditempatkan di 
gudang logis�k dinas sosial dengan per�mbangan ��k gudang yang 
berada ditengah kota dan dekat dengan akses masyarakat sehingga 
mudah dijangkau, aman dari risiko banjir atau rob karena letak 
bangunan yang lebih �nggi daripada bangunan lainnya, lumbung sosial 
masih dalam keadaan kosong dan siap pakai, memenuhi standar 
gudang penyimpanan logis�k baik dari segi ukuran maupun sirkulasi 
udara.  
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  Tim Efek�f Kedua melakukan asesmen di Distrik Ayamaru, 
Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 8 Oktober 
2023. Pertemuan koordinasi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Maybrat 
dan pihak Gereja Klasis GKI Ayamaru dilaksanakan di Ayamaru, 
Kabupaten Maybrat. Hasil koordinasi menetapkan bahwa gudang 
logis�k ditempatkan di ruangan kosong milik Kantor GKI Klasis 
Ayamaru. Penentuan gudang logis�k untuk lumbung sosial dengan 
memper�mbangkan jenis bencana yang sering terjadi di wilayah ini 
diantaranya rawan bencana alam seper� gempa, banjir dan konflik 
sosial sehingga ditetapkan lokasi yang jauh dari bibir Sungai dan danau 
sehingga aman dan bangunan rela�f memenuhi standar untuk 
penempatan logis�k baik dari sisi letaknya yang mudah dijangkau 
masyarakat serta sirkulasi udaranya.  

Gambar 18. Kegiatan FGD dalam Rangka Asesmen Pembentukan Lumbung Sosial 
di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya

Gambar 19. Kegiatan koordinasi dalam rangka Asesmen Pembentukan 
Lumbung Sosial di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya
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  Tim Efek�f Ke�ga �dak bisa melakukan asesmen di Kabupaten 
Dogiyai, Provinsi Papua Tengah karena alasan keamanan, dan sebagian 
besar  apparat pemerintah daerah Dogiyai dan pengurus gereja 
mengungsi ke Nabire Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Sehingga Tim 
Efek�f melakukan pertemuan koordinasi pembentukan lumbung sosial 
dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah diantaranya Sekretaris 
Daerah dan Kepala Dinas Sosial di ruang kerja Sekretaris Daerah. Selain 
itu juga, Tim Efek�f melakukan koordinasi lumbung sosial dengan pihak 
gereja yang diwakili oleh Ketua Jemaat GKI Koinonia Monaemani 
Dogiyai. Per�mbangan keamanan, Tim Efek�f melakukan rapat 
koordinasi dengan Komandan Kodim di Makodim Nabire terkait 
lumbung sosial di Kabupaten Dogiyai. Pertemuan koordinasi tersebut 
dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 Oktober 2023. Dari beberapa 
pertemuan koordinasi tersebut menetapkan bahwa gudang logis�k 
ditempatkan di ruangan kosong di kantor gereja Jemaat GKI Koinonia 
Monamanie, Dogiyai. Penentuan gudang logis�k untuk lumbung sosial 
dengan memper�mbangkan jenis bencana yang sering terjadi di 
wilayah ini diantaranya kerusuhan dan kebakaran pemukiman. 
Ruangan yang dialihfungsikan menjadi gudang logis�k ini dinilai 
memiliki posisi strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan 
cukup berjarak dari pemukiman warga  dan berada jadi satu dengan 
bangunan gereja sehingga aman dan mengurangi risiko terjadinya 
bencana kebakaran. 

Gambar 20. Kegiatan pertemuan koordinasi dalam rangka asesmen pembentukan 
Lumbung Sosial di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah
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  Lumbung Sosial di Provinsi Papua Pegunungan berada di Tiyom, 
Kabupaten Lanny Jaya. Tim Efek�f melakukan pertemuan koordinasi 
lumbung sosial langsung dengan Pj. Bupa� Lanny Jaya bersama 
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial dan beberapa anggota DPRD 
Lanny Jaya di kantor Bupa� pada tanggal 18 Oktober 2023. Dari 
pertemuan koordinasi tersebut menetapkan bahwa gudang logis�k 
ditempatkan di ruangan kosong Sekretariat Daerah di kantor Bupa� 
Lanny Jaya karena per�mbangan akses dan keamanan logis�k.
  

  Sementara Lumbung Sosial di Kabupaten Yahukimo, Tim Efek�f 
�dak bisa melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak pemerintah 
daerah dan pihak gereja di kabupaten Yahukimo karena alasan 
keamanan yang �dak terjamin saat itu, mengingat sedang terjadi 
penembakan dan pembunuhan warga sipil oleh Kelompok Kriminal 
Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah distrik di daerah yang menjadi 
plo�ng lumbung sosial. Sebagai alterna�f, Tim Efek�f hanya melakukan 
koordinasi di Kantor Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura dengan 
perwakilan GKI Klasis Baliem Yalhimo Wilayah Pelayanan Distrik 
Anggruk Kabupaten Yahukimo. Dari pertemuan koordinasi tersebut 
menetapkan bahwa gudang logis�k ditempatkan langsung di Pos 
Pelayanan GKI Anggruk Yahukimo,  dengan per�mbangan akses dan 
keamanan logis�k.

Gambar 21.  Kegiatan pertemuan koordinasi  dalam rangka  asesmen 
                       pembentukan Lumbung Sosial di Kabupaten Lanny Jaya, 
                       Provinsi Papua Pegunungan
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  Kabupaten Asmat menjadi daerah terakhir dalam koordinasi Tim 
Efek�f pembentukan Lumbung Sosial di Provinsi Papua Selatan. Hasil 
koordinasi Tim Efek�f dengan pemerintah daerah dan pihak 
KeuskupanAgats Gereja Katholik Asmat, menetapkan bahwa gudang 
logis�k ditempatkan di ruangan kosong milik Keuskupan Agats. 
Penentuan gudang logis�k untuk lumbung sosial  dengan 
memper�mbangkan jenis bencana yang sering terjadi di wilayah ini 
diantaranya rawan bencana alam seper� banjir dan rawan pangan, 
sehingga ditetapkan lokasi yang jauh dari bibir sungai sehingga aman 
dan bangunan rela�f memenuhi standar untuk penempatan logis�k 
baik dari sisi letaknya yang mudah dijangkau masyarakat serta sirkulasi 
udaranya. 

Gambar 22.  Kegiatan pertemuan koordinasi Tim Eefek�f dengan Pihak GKI
Papua dalam  rangka  asesmen pembentukan Lumbung Sosial 

di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan

Gambar 23.  Kegiatan koordinasi pihak Kemensos dengan Pemda Kab. Asmat 
dan Keuskupan Gereja Katholik Agats dalam rangka asesmen pembentukan 

Lumbung Sosial di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
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  Setelah asesmen awal untuk iden�fikasi jenis risiko bencana dan 
penetapan calon lokasi lumbung sosial bersama stakeholders, tahap 
selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengisian bantuan logis�k di 
��k-��k gudang masing-masing kecamatan yang telah ditentukan 
sebelumnya.  Kategori, jenis, jumlah, dan nilai barang logis�k yang 
didistribusikan ke masing-masing ��k adalah sama, dapat dilihat pada 
tabel berikut:

  

Sumber: Olahan Penulis, 2023

Tabel 12. Tabel Kategori dan Jenis Logis�k pada Lumbung Sosial

Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial 62



  Tim Efek�f Pertama melaksanakan kegiatan pengisian bantuan 
logis�k di Kabupaten Lannya Jaya, Provinsi Papua Pegunungan pada 
tanggal 18 Oktober 2023. Distribusi barang logis�k menggunakan jalur  
udara dari Jakarta-Jayapura-Wamena dan jalur darat dari Wamena - 
Tiyom, Lannya Jaya. Semua barang dikirim dari Gudang Regional Pusat 
di Jakarta. Proses pengisian lumbung sosial melibatkan relawan sosial 
dan masyarat yang telah ditetapkan sebagai pengelola dan 
penanggung jawab barang logis�k di lumbung sosial. Pembentukan 
lumbung sosial di Kabupaten Lanny Jaya dimuat dalam media online 
pembaruanpapua.com pada 18 Oktober 2023 berjudul, “Pembentukan 
Lumbung Sosial di Kabupaten Lanny Jaya, Kemensos Bangun Lumbung 
S o s i a l  d i  L o k a s i  R a w a n  B e n c a n a ” ,  p a d a  l i n k 
h�ps://pembaruanpapua.com/news/pemda-lanny-jaya-apresiasi-
pembentukan-lumbung-sosial-di-daerahnya/. Berikut adalah 
dokumentasi proses distribusi dan pengisian lumbung sosial di 
Kabupaten Lannya Jaya:

  

Gambar 24. Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logis�k di Lumbung Sosial 
di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan
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  Kegiatan distribusi dan pengisian lumbung sosial di Distrik 
Anggruk, Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober  
2023. Proses distribusi barang logis�k menuju Kabupaten Yahukimo 
dilakukan dari Gudang Pusat yang berada di Bekasi, selanjutnya, 
pengiriman dilakukan melalui jalur udara dari Lanud Halim Perdana 
Kusuma Jakarta ke Lanud Silas Papare Sentani dengan menggunakan 
pesawat angkut TNI AU. Selanjutnya dari Sentani menggunakan 
carteran pesawat kecil jenis Caravan dari Sentani menuju Distrik 
Anggruk, Yahukimo. 

  Proses distribusikan selanjutnya dari Pelabuhan Pomako Timika, 
Papua Tengah ke Pelabuhan Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, 
dilaksanakan dengan terlebih dahulu bongkar-muat logis�c dari cargo 
pesawat di Airport Mozes Kilangit Timika menuju Pelabuhan laut, dan 
pengiriman dilakukan dalam waktu 2 hari pelayaran. Berikut adalah 
dokumentasi proses distribusi dan pengisian lumbung sosial di 
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

Gambar 25. Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logis�k di Lumbung Sosial 
Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo
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  Tim Efek�f melaksanakan distribusi dan pengisian lumbung sosial 
di Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya pada 
tanggal 20 s/d 23 Oktober 2023. Pendistribusian logis�k menuju 
Kabupaten Maybrat dilaksanakan melalui dua jalur, yakni dari Tanjung 
Priok menuju Kota Sorong, Papua Barat Daya dan dari Sorong menuju 
Ayamaru, Kabupaten Maybrat malalui jalur darat. Pengiriman dari 
Tanjung Priok dilakukan selama 4 hari sejak koordinasi pembentukan 
lumbung sosial disetujui oleh Klasis GKI Ayamaru dan Dinas Sosial 
Kabupaten Maybrat, sedangkan, pengiriman bantuan Kota Sorong 
menuju Distrik Ayamaru ditempuh perjalanan darat selama 5 jam.

  

Gambar 26. Proses Distribusi dan Pengisian Barang Logis�k 
di Lumbung Sosial Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan
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  Tim Efek�f juga mendistribusikan logis�k Lumbung Sosial dari 
Gudang Induk Papua di Kota Jayapura melaui jalur laut dengan Kapal 
Motor Pelni menuju Nabire yang �ba di Nabire dan kemudian 
dikumpulkan terlebih dahulu di Gudang Gereja GKI Koinonia 
Monamani Kabupaten Dogiyai, selanjutnya didistribusikan ke ��k 
lumbung sosial yang telah disepaka� sebelumnya. Adapun proses 
pendistribusian dari Gudang GKI Koinonia di Nabire menuju ke 
Lumbung Sosial di Dogiyai selama 5 jam perjalanan jalur darat 
menggunakan kendaraan truk.

  

Gambar. 27 Pengisian Barang Logis�k di Lumbung Sosial 
Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya
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  Tim Efek�f melaksanakan distribusi dan pengisian lumbung sosial 
di Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya 
pada tanggal 8 November 2023. Pendistribusian logis�k menuju 
Kabupaten Raja Ampat dilaksanakan melalui dua jalur, yakni dari 
Gudang Induk Logis�k di Kota Jayapura, Papua, menggunakan Kapal 
Pelni selama 2 hari pelayaran menuju Kota Sorong, selanjutnya dari 
Sorong logis�k bencana di angkut menggunakan kapal kecil menuju 
pelabuhan Waisai Raja Ampat. Semua barang logis�k kebutuhan 
korban bencana di masukan di Gudang logis�k di Dinas Sosial 
Kabupaten Raja Ampat. Peresmian dan penyerahan logis�k Lumbung 
Sosial dari Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura diserahkan 
secara resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di 4 Provinsi 
Daerah Otonom Baru di Tanah Papua yang dipusatkan di Raja Ampat.

  

Gambar. 28 Pengisian Barang Logis�k di Lumbung Sosial 
Monamany, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah
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3. Capaian Milestone Proyek Perubahan Jangka Panjang
  Capaian proyek perubahan dalam jangka panjang tergambar 
pada tabel berikut:
  

Gambar. 29 Pengisian Barang Logis�k di Lumbung Sosial 
Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya

Tabel 13. Milestone Implementasi Proyek Perubahan Jangka Panjang
Periode November s/d Desember 2023
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  Capaian jangka panjang pada proyek perubahan ini belum dapat 
dilaksanakan secara tuntas disebabkan batasan waktu pengerjaan 
proyek perubahan yang dilaksanakan selama dua bulan dari minggu 
akhir September s.d minggu ke-II November 2023. Namun demikian, 
pada laporan ini,dijabarkan capaian-capaian pada pelaksanaan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan milestone jangka panjang sebagaimana 
berikut:
3.1.  Perluasan Lumbung Sosial di 6 Provinsi
  Berdasarkan pilot project lumbung sosial di 4 Provinsi Daerah 
Otonom Baru di Tanah Papua yakni di Kabupaten Raja Amapat dan 
Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua 
Tengah, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Yahukimo Provinsi 
Papua Pegunungan dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan 
diketahui bahwa pelaksanaan Lumbung Sosial mendapatkan apresiasi 
dan dukungan dari stakeholder dan masyarakat  di daerah-daerah 
tersebut, selain itu, keberadaan lumbung sosial sebagai implementasi 
pada kegiatan jangka pendek dan menengah memberikan perecepatan 
penanganan bencana oleh Pemerintah. Keberadaan lumbung sosial 
tersebut mampu mempercepat proses penanganan bencana dalam 
situasi darurat sehingga perlu diperluas sebagai upaya pengurangan 
resiko bencana serta dampak dari kejadian bencana yang berupa 

Sumber : Olahan Penulis, 2023
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berupa konflik sosial dan citra buruk lambatnya pelayanan pemeritah 
bagi korban bencana. Oleh karena itu, pada pelaksanaan kegiatan 
jangka panjang ini, �m efek�f melaksanakan perluasan pendirian 
lumbung sosial berdasarkan Peta Indeks Rawan Bencana Indonesia 
(IRBI) yang dikeluarkan BPBN, kajian kebencanaan oleh BMKG, dan 
data/informasi daerah konflik sosial di daerah. Selain itu, sebagai 
bemntuk perwujudan pelaksanaan kebijakan bo�om-up, pendirian 
lumbung sosial juga memperha�kan usulan daerah sebagaimana telah 
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan tentang 
Lumbung Sosial sebagai bagian implementasi kegiatan janga pendek. 
Berikut tabel 3.4 yang menggambarkan mekanisme perluasan dan 
target pembentukan lumbung sosial:

  Tabel 14. menjelaskan target pembentukan lumbung sosial 
sebagai bagian implementasi jangka panjang yakni 6 provinsi dengan 
realisasi sebanyak 2 lokasi yang merupakan implementasi kegiatan 
pada jangka menengah yang telah terlaksana. Adapun mekanisme 
pembentukan lumbung sosial �dak hanya berupa inisia�f kementerian 
sosial namun juga terdapat usulan dari pemerintah daerah 
berdasarkan kajian kebencenaan yang ditangani oleh pemerintah 
daerah, hal ini berkesesuaian dengan Kepdirjen tentang Lumbung 
Sosial.

Tabel 14. Mekanisme Perluasan dan Target Pembentukan Lumbung Sosial

Sumber: Olahan Penulis, 2023
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3.2.  Implementasi Sistem Manajemen Logis�k yang Terintegrasi 
dengan e-SIMBA dan Command Center

  Lumbung sosial sendiri merupakan bagian dari potensi 
kesejahteraan sosial yang harus terdata dan terkelola dengan baik, oleh 
karena itu, guna kesinambungan pembentukan lumbung sosial, sistem 
manajemen logis�k harus dapat terintegrasi dengan e-SIMBA dan 
Command Centre untuk dapat digunakan dalam penyelenggaran 
kesejahteraan sosial khususnya pada penanganan bencana alam, non-
alam dan sosial yang sering terjadi. 
  Implementasi kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan sosialisasi 
memasukkan data dashboard lokasi lumbung sosial kedalam Sistem 
Manajemen Informasi Bencana Alam dan Command Center, 
peembahasan integrasi tersebut dilaksanankan pada tanggal 8 
November 2023. Pada pelaksaaannya, integrasi sistem ini merupakan 
bagian capaian proyek jangka panjang, sehingga pada rapat �m teknis 
menghasilkan gambaran E-SIMBA yang telah teringtegrasi dengan data 
lumbung sosial berupa Kolom Filter lokasi lumbung sosial yang 
digambarkan sebagai berikut:
  

Gambar 30. Dra� Integrasi Data Lumbung Sosial ke dalam E-Simba
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B. Pengelolaan Stakeholder
  Pada pelaksanaan proyek perubahan ini telah dilakukan analisis 
stakeholder  serta  pengelolaan stakeholder.  Stakeholder 
dikelompokkan berdasarkan pengaruh dan kepen�ngan yang 
dimilikinya yaitu:

  Beberapa upaya telah dilakukan agar stakeholder dapat 
mendukung proyek perubahan ini.  Bagi stakeholder dalam kelompok 
promotors, dimana kelompok ini memiliki kepen�ngan besar terhadap 
program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil 
(atau menggagalkannya), maka kelompok ini merupakan stakeholder 
utama. Stekholder ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 
kebijakan, perencanaan, implementasi serta evaluasi proyek 
perubahan yang berjalan. Maka dilakukan pendekatan intensif agar 
stakeholder dalam kelompok ini senan�asa mendapat informasi terkait 

Gambar 31. Analisis Stakeholder Lumbung Sosial
Sumber : Olahan penulis, 2023
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 proyek perubahan, baik terkait manfaat, perencanaan, implementasi 
dan pembuatan regulasi yang berhubungan dengan proyek 
perubahan. Serta senan�asa melibatkan stakeholder utama dalam 
pembuatan keputusan.
  Menjalin komunikasi efek�f dengan stakeholder utama 
merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar mereka dapat 
mengetahui value atau nilai-nilai yang dibangun dalam proyek 
perubahan ini. 
  Sedangkan pada Stakeholder kelompok latents, dimana 
stakeholder ini �dak memiliki kepen�ngan khusus maupun terlibat 
dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi 
program jika mereka menjadi tertarik maka yang dilakukan adalah 
mengupayakan agar �ngkat kepuasan mereka terhadap pelaksanaan 
proyek perubahan semakin �nggi, hal ini telah diupayakan melalui 
komunikasi dan pemberian informasi terkait dengan pelaksanaan 
proyek perubahan dan juga melibatkan stakeholder latens untuk turut 
hadir saat pembentukan Lumbung Sosial. Hal ini dimaksudkan agar 
stakeholder latent merasa dilibatkan dan memiliki program selayaknya 
mereka menjalankan program Lumbung Sosial. Pelaksana proyek 
perubahan juga senan�asa menunjukkan dengan mengirimkan berita 
atau foto dokumentasi maupun tes�moni pemimpin daerah terkait 
dampak-dampak posi�f pelaksanaan Lumbung Sosial terhadap isu 
maupun populasi yang menjadi perha�an stakeholder latents. 
  Pada stakeholder defenders dimana mereka memiliki 
kepen�ngan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam 
komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program, 
maka upaya yang dilakukan dalam mengelola stakeholder pada 
kuadran ini adalah mensosialisasikan program agar dampak manfaat 
dari program dapat diketahui bersama. Sosialisasi ini dapat berupa 
rapat koordinasi, rilis berita pada media sosial serta workshop yang 
dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan kelompok ini sesuai 
dengan kemampuan yang mereka miliki. 
  Terakhir adalah stakeholder apathe�cs, dimana stakeholder pada 
kelompok ini kurang memiliki kepen�ngan maupun kekuatan, bahkan 
mungkin �dak mengetahui adanya kegiatan. Upaya mengelola 
stakeholder pada kelompok ini adalah dengan memberikan informasi 
secara umum tanpa membutuhkan komunikasi intens untuk 
membangun keterikatan. 
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  Dengan mengelola stakeholder yang telah dilakukan pelaksanaan 
program, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan antara lain:
1. Mendapatkan lebih banyak gagasan pengembangan dan 

implementasi program.
2. Mendapat gambaran lebih jelas tentang konteks komunitas, 

potensi risiko, kesulitan, dan aset yang ada.
3. Meningkatnya Sense of ownership terhadap program Lumbung 

Sosial.
4. Meminimalisir penolakan terhadap program / proyek perubahan.
5. Meningkatkan peluang keberhasilan program / proyek perubahan.

C. Rencana dan Implementasi  Strategi  Marke�ng
  Kepemimpinan par�sipa�f (par�cipatory leadership) di era VUCA 

(Vola�le, Uncertain, Complex dan Ambiguous) dalam disrupsi digital 
yang dinamis seper� saat ini menempa� posisi strategis dalam 
mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya strategic 
partnership merupakan strategi marke�ng yang digunakan dalam 
mendukung keberhasilan pemasaran proyek perubahan ini. Strategic 
partnership diimplementasikan dengan melakukan kolaborasi yang 
erat dengan stakeholders. Strategi marke�ng akan digunakan 
diantaranya pada proses penyusunan proyek perubahan dan hasil 
proyek perubahan, sebagai berikut:
1. Strategi  Mempengaruhi  Stakehoder

 Seorang project leader harus dapat mengajak seluruh stakeholder, 
baik internal dan eksternal, untuk dapat mendukung keberhasilan 
ke g i ata n  p ro ye k  p e r u b a h a n nya .  Ke m a m p u a n  u nt u k 
mempengaruhi dan mempersuasi para stakeholder menjadi 
sangat pen�ng karena informasi harus tersampaikan dengan baik 
agar stakeholder mampu memahami arah gerak dan tujuan serta 
sasaran proyek perubahan yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk 
mengajak seluruh stakeholder dapat memberikan dukungan 
kepada proyek ini maka diperlukan beberapa strategi, yaitu antara 
lain :

 Faktor utama pendukung tercapainya proyek perubahan ini adalah 
adanya dukungan yang baik dari Tim Efek�f, serta komunikasi, 
koordinasi serta mampu mendinamisasi antara Project Leader dan 
Tim Efek�f, sehingga �m efek�f selaku suppor�ng sistem dan 
pelaksana di lapangan harus mampu memahami pesan dan 
informasi yang disampaikannya pemimpinnya. 
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 sehingga dalam pelaksanaan terjadi dinamisasi antara keinginan 
leader dan implementasi lapangan oleh Tim Efek�f. 

  Selain itu, dukungan dari pihak eksternal juga tak kalah 
pen�ng dalam mendukung ide/ gagasan yang ditawarkan terkait 
perubahan/ inovasi apa yang akan diusung, seberapa besar 
manfaatnya bagi publik dan seberapa �nggi urgensinya 
dilaksanakan dalam birokrasi pemerintahan

2. Strategi  Marke�ng Hasil  Proyek  Perubahan
  Dalam penerapan strategi marke�ng, seorang project leader 

harus mengenali dan memahami customer. Customer adalah 
adalah target dan fokus dalam marke�ng. Untuk itu customer 
harus dikenali, dipahami, dan dipenuhi kebutuhan dan 
keinginannya. Di sektor publik, customer yang terpenuhi 
kebutuhan atau keinginannya akan meningkatkan penggunaan 
atau kepatuhan dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan 
trust masyarakat sebagai customer terhadap instansi pemerintah.

     Customer dari proyek perubahan lumbung sosial ini adalah 
masyarakat yang �nggal di daerah rawan bencana, relawan sosial, 
Kementerian/ Lembaga terkait, Dinas Sosial Provinsi/ Kab/ Kota, 
aparatur daerah (Kecamatan/Kelurahan/Desa). Oleh karenanya 
pen�ng bagi  project leader memahami komprehensif 
customernya dalam rangka menyusun strategi pemasaran 
marke�ng mix yakni melalui desain produk, pengaturan harga, 
melakukan distribusi, hingga promosi.
A. Mendesain Produk (Product)

Produk suatu organisasi bisa berwujud (tangible) dan bisa juga 
�dak berwujud (intangible) karena definisi produk adalah 
segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk 
memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam hal ini produk 
yang ditawarkan kepada publik adalah Program Lumbung 
Sosial, Kepdirjen terkait Lumbung Sosial dan Manual 
pencatatan Logis�k bencana yang dipadukan dengan Dashboar 
e-SIMBA.
1. Program Lumbung Sosial

 Lumbung Sosial yaitu upaya pengurangan risiko 
bencana dengan menyediakan sebuah media/ tempat 
penyimpanan logis�k bagi korban bencana. Keunggulan 
dari produk ini menawarkan kemudahan akses bagi 
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  penyintas/ korban bencana dalam memenuhi kebutuhan 
dasarnya, khususnya saat terjadi bencana.
 Lokasi lumbung sosial berada di tengah-tengah 
masyarakat sehingga ke�ka terjadi bencana masyarakat 
dapat dengan segera mendapatkan bantuan logis�c 
pemenuhuan kebutuhan dasar tanpa khawa�r kendala 
akses transportasi dan kondisi geografis.
 Untuk mengelola Lumbung Sosial didukung SDM 
yang kompeten. SDM pengelola lumbung sosial 
merupakan sumber daya manusia terla�h dan mempunyai 
skill khusus dalam manajemen logis�k bencana, berasal 
dari unsur masyarakat setempat baik dari aparatur daerah 
(distrik/kelurahan/kampung) dan masyarakat pada 
umumnya

2. Kepdirjen Tentang Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di 
Tanah Papua

   Lumbung sosial didukung dengan payung hukum dan 
regulasi yang jelas, sehingga pelaksanannya secara aspek 
legal formal sudah dijamin. Untuk memenuhi aspek 
legalitas hukum maka disusunlah Keputusan Direktur 
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 
5 8 / 3 / B S . 0 1 / 1 1 / 2 0 2 3  te nta n g  Pet u n j u k  Te k n i s 

Gambar 32. Lumbung Sosial di Distrik Agats 
Kab. Asmat Provinsi Papua Selatan
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  Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Bagi 
Masyarakat  di  Daerah Rawan Bencana Melalui 
Pembentukan Lumbung Sosial.

3. Pencatatan Manual dan Dashboard e-SIMBA
   Untuk memudahkan pencatatan dan tata kelola 

logis�k lumbung sosial maka disusunlah model pelaporan 
logis�c secara manual untuk kebutuhan daerah di 
kabupaten/kota di 4 provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah 
Papua. Selanjutnya laporan manual tersebut akan 
dipadukan oleh petugas pengelola logis�c di Gudang induk 
Balai Besar Jayapura untuk dipadukan kedalam Dashboard 
e-SIMBA. 

Gambar 33. Dokumen Kepdirjen LJS
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  Dashboard merupakan media pelaporan dan gambaran 
singkat mengenai program lumbung sosial, yang terdiri dari 
sebaran derah provinsi/kabupaten/kecamatan yang sudah 
dibentuk lumbung sosial dan jumlah lumbung sosial yang 
ada di daerah tersebut.

B. Menetapkan Harga (Price)
  Harga (price) adalah nilai (value) yang dipertukarkan 
untuk mendapatkan suatu produk. Dalam ar� paling sempit 
harga adalah sejumlah uang yang dikenakan untuk suatu 
produk barang atau suatu layanan, dan secara lebih luas harga 
adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan oleh konsumen 
dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau 
menggunakan barang atau layanan.
  Produk marke�ng di sektor publik �dak selalu berbentuk 
uang namun segala bentuk pengorbanan dari customer untuk 
mendapatkan produk dari instansi pemerintah. Pengorbanan 
ini bisa juga berbentuk waktu, kesempatan, usaha, bahkan 
emosi.
  Oleh karena itu, harga yang sebenarnya (real price) yang 
harus dibayar customer juga termasuk hal-hal yang bersifat 

Gambar 34. Dashboard e-SIMBA
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  non-moneter misalnya waktu, usaha (effort), risiko psikologis.
  Dalam Proyek perubahan ini Price ditekankan pada aspek 
efisiensi dan efek�vitas, baik dari sisi waktu, biaya, tenaga dan 
�ngkat akurasi data capaian kinerja, serta dari sisi manfaat. 
Value yang di dapat dari proyek perubahan ini adalah efisiensi 
biaya distribusi dan waktu respon yang cepat dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Pelibatan SDM 
Relawan Sosial yang rela�ve sudah tersebar di masyarakat 
lokal.
  Untuk pengisian logis�k lumbung sosial anggaran yang 
dibutuhkan sebesar Rp. 300.00.000,- untuk pembelian 
pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanan, peralatan 
dan perlengkapan penanganan bencana. Pos anggaran berasal 
dari anggaran BBPPKS Jayapura dengan akun belanja barang 
bantuan sosial sesuai dengan DIPA BBPPKS Jayapura Nomor:            
SP DIPA-027.01.2.690555/2023. Harga ini lebih murah jika 
dibandingkan dengan pengiriman logis�k ke lokasi pada saat 
terjadi bencana, karena keterbatasan akses dan barang maka 
dipas�kan barang akan menjadi lebih mahal dibanding situasi 
normal. Ini merupakan keuntungan ekonomis yang didapatkan 
jika dibentuk lumbung sosial di daerah-daerah rawan bencana, 
yang mendekatkan logis�k bencana dengan masyarakat 
terdampak.

Gambar 35. Pengiriman Logis�k ke Lumbung Sosial lebih murah 
secara cost dibanding pembelian/ pengiriman saat terjadi bencana
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 C. Mengatur Distribusi (Place)
  Suatu produk akan diakses oleh customer pada suatu 
posisi atau ��k tertentu. Jika produk berupa barang berwujud 
maka customer akan mendapatkannya pada lokasi tertentu. 
Namun saat ini banyak juga produk yang bersifat intangible, 
misalnya layanan dengan aplikasi. Pada produk yang demikian 
per�mbangan place tetap harus diperha�kan namun dalam 
bentuk bagaimana agar layanan aplikasi tersebut dapat diakses 
dengan semudah mungkin.
  Akses yang nyaman (convinience access) adalah salah satu 
per�mbangan terpen�ng pada saat memperhitungkan 
berbagai alterna�f baik langsung maupun �dak langsung. 
Persepsi tentang kenyamanan memiliki banyak jenis, bisa 
terkait dengan lokasi, hari atau jam pelayanan, pilihan cara 
pembelian (misalnya secara online), dan pilihan cara 
pengiriman (misalnya overnight). Oleh karena itu �dak hanya 
dimensi dimana namun kapan dan bagaimana harus menjadi 
per�mbangan cermat.
  Agar customer mudah mengakses produk, Proyek 
Perubahan ini berupaya mendekatkan lokasi logis�k kepada 
lokasi masyarakat di daerah rawan bencana, sebagai pilot 
project di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua yaitu 
Kab. Raja Ampat di Papua Barat Daya, Kab. Lanny Jaya di Papua 
Pegunungan, Kab. Dogiyai di Papua Tengah dan Kab. Asmat di 
Papua Selatan dan selanjutnya akan dilakukan perluasan di 4 
Provinsi lainnya di Tanah Papua dengan wilayah indeks risiko 
�nggi bencana.
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 D. Melakukan Promosi (Promo�on)
  Sebagai sebuah produk yang akan ditampilkan di ranah 
publik, Lumbung Sosial membutuhkan strategi pemasaran 
melalui promosi untuk mengenalkan produk kepada publik 
secara luas . Oleh karena itu dibutuhkan pengenalan merk 
(branding) agar Lumbung Sosial ini bisa melekat kuat di benak 
masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menciptakan 
logo yang menarik yang memberikan kesan dan pesan yang 
kuat dan mendalam. Hal ini pen�ng dilakukan karena sebuah 
logo akan mampu mencerminkan iden�tas, budaya, nilai-nilai 
dari suatu  lembaga/ins�tusi/organisasi agar dapat lebih 
dikenal oleh banyak orang.

Makna Filosofis Logo Lumbung Sosial
1. Bangunan : Menunjukan bahwa Lumbung Sosial didirikan 

di bangunan yang sudah berdiri, bangunan ini juga 
bermakna sebagai tempat menyimpan logis�k dan tempat 
berlindung bagi masyarakat.

2. Tameng/perisai : sebagai simbol ketahanan dalam 
menghadapi bencana apapun, diharapkan Lumbung Sosial 
tetap tangguh dalam upaya penanggulangan bencana.

3. Segi�ga Oranye : sebagai simbol penanggulangan bencana 
oleh Kementerian Sosial, segi�ga juga berar� bahwa dalam 
penanggulangan bencana ada sinergitas antara 
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Gambar 37. Logo Lumbung Sosial
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  4. Inisial “LS” : sebagai iden�tas. Ditempatkan dibawah 
segi�ga oranye untuk menunjukkan Lumbung Sosial 
sebagai penyangga dalam penanggulangan bencana di 
Indonesia. Berwarna biru kehijauan sebagai simbol 
suasana tenang, ditujukan agar Lumbung Sosial bisa 
memberi ketenangan atas ketakutan masyarakat dalam 
menghadapi bencana.

5. Warna Kuning : mengusung ar� harapan dan wawasan 
kedepan secara menyeluruh, andal, dinamis dan dapat 
dipercaya dengan nilai – nilai kemanusiaan yang 
mendasarinya sebagai Kementerian yang profesional.

6. Warna  Hi jau  :  mengandung ar�  sehat ,  a lami , 
keberuntungan dan pembaharuan, menggambarkan 
evolusi pembaharuan kepada kemajuan yang progresif 
kearah yang lebih baik, selain itu mendefinisikan 
kesungguhan ha� nurani dalam berkomitmen.

7. Warna Biru : bermakna secara filosofis kepercayaan, 
konserva�f, keamanan, teknologi, kebersihan, dan 
keteraturan. Melambangkan sifat  kepercayaan, 
kehandalan dan bertanggung jawab sebagai citra baru dari 
Kementerian Sosial RI di masa mendatang.

8. Tulisan “LUMBUNG SOSIAL” : mempertegas iden�tas, 
menggunakan font Cambria untuk menimbulkan kesan 
elegan, klasik, anggun dan inklusif.

  Sebagai new ini�a�ve program, Lumbung Sosial telah 
mendapatkan dukungan penuh dari berbagai stakeholder 
diantaranya dari Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. 
Filep Wamafma menyatakan mendukung penuh adanya 
lumbung sosial.  Selain memberikan kemudahan bagi 
Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan saat kondisi 
darurat, Lumbung Sosial juga mampu memberikan respon 
cepat kepada masyarakat terdampak bencana. Sebagai 
implementasi strategi promosi, dukungan Pj. Gubernur Papua 
Barat Daya sebagai salah satu provinsi Daerah Otonom Baru di 
Ta n a h  Pa p u a  t e l a h  d i m u a t  d a l a m  m e d i a  o n l i n e 
h�ps://potretpapua.com/gubernur-papua-barat-daya-
sambut-baik-dan-apresiasi-pembentukan-lumbung-sosial-di-
raja-ampat-dan-maybrat/ pada 14 Oktober 2023 berjudul, 
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 “Gubernur Papua Barat Daya Sabmbut Baik dan Apresiasi 
Pembentukan Lumbung Sosial di Raja Ampat dan Maybrat”. 
Komandan Komando Resort Militer 172/PWY Kodam XVII 
Cenderawasih, Brigjen Inf Dedi Hardono menegaskan                
bahwa SIP, juga memberikan apresiasi dan dukungan penuh 
program lumbung sosial sebagai suatu bentuk program                   
perlindungan sosial yang lebih adap�f bagi korban                     
bencana dan telah dipublikasi dalam media online 
h�ps://pembaruanpapua.com/news/danrem-172-pwy-
bencana-�dak-bisa-diprediksi-lumbung-sosial-salah-satu-
solusi-percepat-bantuan/. Selain itu, Ketua Dewan Adat Papua 
Wilayah III Doberai, Mananwir Paul Vinsen Mayor juga 
menyatakan bahwa dengan adanya pusat-pusat logis�k di 
daerah berupa lumbung sosial yang digagas oleh Kementerian 
Sosial melalui Balai Besar Regional VI Jayapura merupakan 
respon yang cepat dan sebagai Langkah strategis perlindungan 
dan jaminan sosial bagi Masyarakat adat di Tanah papua salah 
satunya untuk ketahanan sosial masyarakat. Berbagai 
dukungan yang mengalir terutama dari tokoh-tokoh yang 
strategis dan pengambil kebijakan ini telah mendorong upaya 
promosi yang lebih kuat dan massif kepada publik. Salah satu 
bentuk promosi pelucuran Lumbung Sosial di Kab. Raja Ampat 
sebagai salah satu perwakilan lokasi pilot project Lumbung 
Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua juga dipublish pada 
m e d i a   T V R I  b e r i t a  l o k a l  d a n  n a s i o n a l 
h�ps://www.youtube.com/live/KH1vz8JLAXM?si=Z9aYMuMH
TWf5pwew
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Gambar 38. Dukungan Anggota DPD RI terhadap 
Program Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua
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  Secara umum, strategi pemasaran melalui marke�ng mix (bauran 
pemasaran) dapat digambarkan sesuai Tabel 15 seper� berikut.

Tabel 15. Rencana Strategi Marke�ng
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Tabel 16. Ide Inovasi
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D. Kendala Internal dan Eksternal
  Secara umum seluruh proses pelaksanaan kegiatan proyek 

perubahan �dak mengalami kendala yang berar� yang dapat 
memengaruhi hasil pelaksanaan proyek perubahan, namun demikian, 
terdapat kendala yang bersifat internal maupun eksternal pada 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijabarkan berikut ini:

 1. Hambatan Internal
  Koordinasi Tim Efek�f.
  Kendala internal berkaitan dengan koordinasi antar �m efek�f 

terkait pembahasan proyek perubahan, kendala ini terjadi 
disebabkan kondisi struktur �m yang terdiri dari berbagai unsur 
unit kerja, selain itu, �ngginya respon kasus dalam lingkup Balai 
Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura yang melibatkan unsur �m 
efek�f baik berupa bencana alam dan bencana konflik sosial di 
daerah rawan gangguan keamanan di daerah pegunungan Papua 
dan penyaluran bansos turut andil dalam sulitnya menentukan 
jadwal koordinasi. Selain itu kendala konek�vitas transportasi 
antar kabupaten/kota di Tanah Papua yang sangat terbatas karena 
luasnya wilayah Tanah Papua dari dataran rendah, daerah 
kepulauan hingga ke daerah pegunungan Papua.

 2. Hambatan Eksternal
  a. Akses Lokasi
   Akses lokasi ��k lumbung sosial menjadi salah satu kendala 

eksternal yang dihadapi selama masa pelaksanaan proyek 
perubahan. Hal ini didasari pada sulitnya transportasi, armada 
angkut, maupun telekomuniasi didaerah pilot project 
pembentukan lumbung sosial. 

  b.  Sarana dan Prasarana Berupa Gudang
   Kendala eksternal lainnya yakni berupa kendala sarana dan 

prasarana berupa gudang sebagai tempat penyimpanan 
barang-barang logis�k. Hal ini mengalami kendala pada 
beberapa daerah disebabkan keterbatasan bangunan, luas, 
maupun lokasi gudang yang �dak tergolong pada lokasi rawan 
bencana. 

  c. Kebiasaan Masyarakat
   Salah satu kendala dalam pendirian lumbung sosial yakni 

kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan 
barang persediaan. Pada daerah Kepulauan Miangas misalnya, 
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masyarakat setempat memiliki kesepakatan bersama antar 
tokoh masyarkat bahwa se�ap barang bantuan yang ada harus 
dibagikan langsung kepada masyarakat, hal ini bertentangan 
dengan maksud dan tujuan pendirian lumbung sosial yang 
merupakan barang bantuan yang disiapsiagakan dan 
dimanfaatkan pada saat terjadi suatu peris�wa bencana baik 
berupa bencana alam maupun bencana sosial dan non-alam. 

E. Upaya Mengatasi Kendala
  Untuk mengatasi kendala internal maupun eksternal 

sebagaimana dijabarkan diatas, penulis melakukan upaya 
sebagaimana berikut:

 1.  Penjadwalan Pertemuan Ru�n dan Pemanfaatan Media 
Komunikasi
Penjadwalan pertemuan ru�n dilaksanakan se�ap seminggu sekali 
yakni pada hari Jumat untuk memantau progres pelaksanaan 
proyek perubahan, selain hal tersebut, pemanfaatan media 
komunikasi online berupa zoom mee�ng dan WAG Proyek 
Perubahan menjadi sarana dalam memperkuat koordinasi antar 
Tim Efek�f yang telah dibentuk.

2.  Penetapan Penggunaan Anggaran
Penetapan penggunaan anggaran dilaksanakan berdasar pada 
output capaian Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura 
sehingga pada proyek perubahan lumbung sosial dapat 
dilaksanakan dengan menekankan aspek pengurangan resiko 
bencana berupa kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana.

3.  Penguatan Koordinasi untuk Mengatasi Akses Lokasi dan Sarana 
Prasana Pembentukan Lumbung Sosial
Penguatan koordinasi antara pelaksanan perubahan dengan 
pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya menjadi 
upaya untuk mengatasi kendala terkait akses lokasi dan 
ketersediaan sarana prasarana tempat penyimpanan barang 
persediaan logis�k bencana. Penguatan ini dilakukan dengan 
melibatkan berbagai unsur yakni pemerintah daerah di 4 Provinsi 
Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, BNPB/BPBD, BMKG serta 
koordinasi dengan stakeholder terkait dengan transportasi 
pengiriman logis�k ke daerah-daerah yang sulit akses.
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4.  Memahami Kearifan Lokal untuk Mengatasi Kendala Kebiasaan 
Masyarakat
Memahami kearifan lokal menjadi salah satu bagian yang 
dilaksanakan selama proyek perubahan ini. Anggapan bahwa 
bantuan sosial harus dapat segera disalurkan bertentangan 
dengan pemanfaatan barang persediaan pada lumbung sosial. 
Untuk dapat memahami kearifan lokal, petugas pembentukan 
lumbung terlebih dahulu memetakan stakeholder dilokasi 
pembentukan lumbung serta melaksanakan pendekatan persuasif 
dengan mengetahui kebutuhan serta ak�fitas keseharian 
masyarakat sekitar sehingga pelaksanaan lumbung sosial dapat 
sesuai dengan yang diharapkan.

F. Monitoring Pelaksanaan Proyek Perubahan
  Kegiatan ini diakukan oleh �m efek�f untuk melihat pengelolaan 

logis�k dan pemanfaatan lumbung sosiall di 6 (enam) ��k 
pembentukan lumbung sosial. Pada pelaksanaannya monitoring dan 
evaluasi dilakukan dengan �ga cara yakni dengan peninjauan langsung, 
dalam jaringan, serta melihat progres penggunaan dashboard e-Simba 
Lumbung Sosial. Peninjauan langsung dilaksanakan setelah �m 
pelaksana perubahan melakukan pembentukan lumbung sosial, 
sementara itu, pelaksanaan secara daring menggunakan media online, 
adapun terkait dengan penggunaan dashboard monitoring dan 
evaluasi dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka oleh �m efek�f.

  Tujuan kegiatan ini adalah untuk memantau dan mengavaluasi 
pelaksanaan pembentukan lumbung sosial. Data lapangan yang telah 
dikumpulkan, dianalisasi dan kemudian disimpulkan serta dibuat 
rekomendasi dalam bentuk laporan (perlu laporan guys). Kegiatan ini 
dilaksanakan secara bersama-sama seluruh �m proyek perubahan 
yang terlibat. Adapun gambaran hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilaksanakan sebagai berikut :

 1.  Penyaluran Bantuan Bencana dilaksanakan secara tepat waktu 
(golden �me)

  Pemanfaatan lumbung sosial di�ga ��k dilaksanakan dengan baik 
dibuk�kan dengan adanya percepatan penyaluran bantuan logsi�k 
pada korban bencana yang terjadi diwilayah pembentukan 
lumbung sosial. Pada Kepulauan Miangas, barang bantuan seper� 
Makanan Siap Saji dilaksanakan pada masa-masa paceklik, 
berdasar laporan Dinas Sosial Kabupaten Talaud terjadi 
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 keterlambatan armada Kapal Sabuk Nusantara (Perin�s) yang 
menyebabkan terputusnya rantai pasok, sehingga berdasarkan 
laporan tertulis Dinas Sosial kabupaten Raja Amapat dilaksanakan 
penyaluran Makanan Siap Saji. Sementara itu, di Kabupaten 
Maybrat, penyaluran bantuan dari Lumbung Sosial dimanfaatkan 
untuk memberikan bantuan pada korban kebakaran sehingga 
kebutuhan permakanan dan sandangnya dapat terpenuhi dalam 
waktu 1x24 jam.

 2.  Perlunya peningkatan pemahaman pengelolaan dan pencatatan 
logis�k

  Dari monitoring dan evaluasi yang dilaknsakan diketahui perlunya 
pengelolaan dan pencatatan logis�k yang lebih baik dengan 
penunjukan pengelola logisitk pada lumbung sosial yang dapat 
terdiri dari unsur pemerintah desa, kecamatan maupun 
masyarakat unutk memberikan tanggung jawab pada pengelolaan 
logis�k baik berupa catatan keluar dan masuk barang logis�k. 
Selain hal tersebut, pengaturan luas penyimpanan barang logis�k 
perlu diatur dan ditata untuk memudahkan pemanfaatan lumbung 
sosial.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
  Proyek perubahan dengan tema “Sinergitas Percepatan 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung 
Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua Tahun 
2023” telah dilaksanakan dengan baik tanpa mendapatkan kendala 
yang berar� dan melahirkan inovasi dalam kebijakan kesiapsiagaan 
dan mi�gasi masyarakat melalui pembentukan Lumbung Sosial 
sehingga masyarakat di lokasi rawan bencana memiliki kemudahan 
akses dalam mendapatkan logis�k untuk memenuhi kebutuhan 
dasarnya sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

  Dengan mendekatkan logis�k bencana di tengah-tengah 
masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi 
kebutuhan dasarnya dengan waktu yang �dak terlalu lama. Misalnya 
faktor transportasi dalam hal penyaluran logis�k dari gudang pusat 
menuju ke gudang regional sampai seterusnya hingga ke tangan 
customer (masyarakat). Inovasi pembentukan lumbung sosial juga 
mengubah paradigma lama yaitu masyarakat yang hanya menunggu 
bantuan, uluran tangan dari pemerintah bergeser kepada masyarakat 
yang terlibat ak�f dalam upaya kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana 
atau lebih dikenal dengan Community Based Disaster Management. 
Proyek perubahan telah menghasilkan beberapa inovasi antara lain : 

 1. Tersusunnya Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan 
Jaminan Sosial Nomor: 11/3/BS.01/11/2023 Tentang Petunjuk 
Teknis Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana 
Bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Melalui Pembentukan 
Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah 
Papua.

 2. Te r s u s u n n y a  S O P  Pe l a k s a n a a n  K e s i a p s i a g a a n  d a n 
Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat di Daerah Rawan 
Bencana melalui Pembentukan Lumbung Sosial di 4 Provinsi DOB 
di Tanah Papua. 

 3. Terwujudnya Ujicoba kegiatan Pembentukan Lumbung Sosial di 
Kabupaten Raja Ampat, Maybrat, Lanny Jaya, Yahukimo, Dogiyai 
dan  Asmat di 4 Provinsi DOB di Tanah Papua.

Sinergitas Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Melalui Lumbung Sosial 92



 4. Terbangunnya sistem pencatatan dan pengelolaan logis�k 
Lumbung Sosial secara manual di daerah ��k lumbung sosial, dan 
seturusnya data tersebut akan dipadankan melalui aplikasi 
real�me di Gudang Induk Balai Jayapura.

 5. Terjadinya pergeseran paradigma dari masyarakat yang hanya 
menunggu bantuan dan uluran tangan pemerintah, menjadi 
Community Based Disaster Management.

B. Saran dan Rekomendasi
   Terdapat beberapa rekomendasi atas pelaksanaan Program 

Lumbung Sosial di 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua, 
antara lain:

 1. Perlunya membangun kesadaran dan pemahaman yang 
mendalam akan pen�ngnya fungsi lumbung sosial dalam rangka 
upaya pengurangan risiko bencana, dimana saat dibutuhkan 
logis�k sudah tersedia sehingga �dak membutuhkan waktu yang 
lama dalam hal pendistribusian kepada penyintas/ masyarakat 
terdampak bencana.

 2. Perlunya pemahaman yang mendalam bagi para petugas logis�k 
di lumbung sosial agar logis�k dapat dipergunakan sebagaimana 
mes�nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, 
termasuk didalamnya dalam hal menghindari risiko barang 
logis�k �dak terpakai karena masuk masa kadaluarsa maka 
diberikan kewenangan bagi pengurus lumbung sosial untuk dapat 
mempergunakannya pada event-event kesiapsiagaan dan 
mi�gasi bencana maupun kegiatan sosial lainnya.

 3. Sosialisasi dan pela�han dengan materi yang komprehensif agar 
pengurus lumbung maupun petugas pencatatan gudang logis�k 
tahu persis mekanisme pencatatan yang sesuai sehingga �dak 
terjadi kekosongan logis�k dalam kurun yang lama. JIka sistem ini 
sudah terbangun maka proses pengisian lumbung sosial akan 
lebih mudah karena dilakukan monitoring secara berkala secara 
berjenjang dan pelaporan yang benar sesuai ketentuan yang 
berlaku.

 4. Menyusun perencanaan anggaran yang sesuai dengan peta lokasi 
daerah rawan bencana sehingga bisa dilakukan perluasan 
pembentukan lumbung di ��k strategis dan kri�s di daerah rawan 
bencana.
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 5. Op�malisasi pengembangan sistem pencatatan dan manajemen 
lumbung sosial dengan mengintegrasikan dengan sistem 
pencatatan logis�k bencana serta command center sebagai upaya 
akselerasi dalam pengurangan risiko bencana by sistem digital 
yang didukung oleh infrastruktur jaringan internet di daerah. 

C. Lesson Learned
   Mengacu pada pelaksanaan proyek perubahan dalam 

membangun kesiapsiagaan dan Mi�gasi Masyarakat melalui di 4 
Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah Papua dapat dipe�k beberapa 
pelajaran sebagai berikut:

 1. Berdasarkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Peta 
Lokasi Rawan Bencana dinyatakan bahwa kondisi seluruh wilayah 
Indonesia, khususnya 4 Provinsi Daerah Otonom Baru di Tanah 
Papua, merupakan daerah yang memiliki potensi bencana �nggi 
dan sedang sehingga harus ada komitmen se�ap pemangku 
kepen�ngan  (stakeholder) diantaranya pemerintah, dunia usaha, 
akademisi, media, relawan dan masyarakat, untuk bersama-sama 
membangun kesadaran dan meningkatkan kewaspadaan 
terhadap potensi bencana yang �mbul yaitu dengan 
melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana.

 2. Pen�ngnya kegiatan edukasi melalui sosialisasi yang masif terkait 
pembangunan sistem kesiapsiagaan dan mi�gasi bencana dan 
memiliki standard atau pola/modul yang sama yang dilakukan 
secara holis�k dan melibatkan para pemangku kepen�ngan 
terkait.

 3. Pen�ngnya monitoring dan �ndak lanjut terhadap kondisi 
lumbung sosial sehingga logis�k memadai jika terjadi bencana 
atau keadaan kahar.

 4. Pembangunan sistem manajemen logis�k secara holis�k dan 
terintegrasi dengan aplikasi strategis terkait.

 5. Upaya pengurangan risiko bencana menjadi tanggung jawab 
bersama, bukan hanya dibebankan pada pemerintah pusat/ 
daerah saja tetapi harus ada par�sipasi ak�f masyarakat terhadap 
kondisi lingkungannya dengan, bisa dengan cost sharing atau 
dukungan lainnya dalam peningkatan kesiapsiagaan dan mi�gasi 
bencana.
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 6. Selama proses perencanaan sampai dengan implementasi proyek 
perubahan ini terdapat beberapa hal yang menjadi kunci 
keberhasilan implementasi proyek perubahan sampai dengan 
penulisan laporannya, yang sangat signifikan salah satunya adalah 
peran kepemimpinan yang dikomandoi oleh Pelaksana Proyek 
Perubahan. Dimana project leader berupaya menerapkan 
kepemimpinan strategis yang dapat meningkatkan performance 
organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama, yaitu 
mendekatkan kebutuhan dasar kepada masyarakat didaerah 
rawan bencana. Project leader  menerapkan gaya kepemimpinan 
par�sipa�f, yang bersifat demokra�s, egaliter dan adap�f 
terhadap perubahan. Hal ini terlihat dari gaya diskusi project 
leader dengan �m efek�f dan memberi kesempatan pelibatan 
pegawai yang masuk dalam �mnya. Serta menerapkan gaya 
kepemimpinan kewirausahaan dimana project leader peka 
t e r h a d a p  p e r u b a h a n  d a n  m a m p u  m e r e s p o n  d a n 
memanfaatkannya sebagai peluang misalnya adanya kendala 
akses transportasi pada daerah terluar dan ter�nggal yang rawan 
bencana dilihat sebagai tantangan dan mencoba berinovasi 
dengan program yang lebih pro rakyat. Project leader juga 
berinisia�f menggabungkan teknologi informasi melalui aplikasi 
real�me yang mampu mendukung pola, budaya, dan proses 
bisnis birokrasi internal pemerintah menjadi lebih ringkas, cepat, 
mudah, responsif dan komunika�f, serta efisien waktu, biaya, dan 
usaha. 

  Kesemua pengalaman ini tentu sangat bermanfaat dalam 
membangun organisasi pembelajaran yaitu organisasi yang 
terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer 
pengetahuan, serta melakukan modifikasi perilakunya sejalan 
dengan pengetahuan dan wawasan yang didapatkannya sehingga 
mampu mencapai tujuan organisasi dengan lebih op�mal dan 
memberikan yang terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyat.
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